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PRAKATA

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk
meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dalam
rangka mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan

bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
mengamanatkan bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai tenaga
pendidik profesional, guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S1.
Pada saat ini masih banyak guru kejuruan yang belum memenuhi kualifikasi
akademik yang dipersyaratkan tersebut. Belum lagi masih banyaknya guru
kejuruan yang mengajar tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki.
Keadaan ini cukup memprihatinkan, dengan prosentase yang terus meningkat

dari waktu ke waktu .

Hal ini seharusnya menjadi salah satu titik sentral perbaikan sistem
pendidikan di Indonesia, mengingat semakin maju-nya suatu negara bermula
dari pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang berkualitas bermuara dari
pembelajaran yang berkualitas, pembelajaran yang berkualitas dimulai dari
pengajar yang berkualitas pula. Oleh karena terobosan-terobosan dalam
rangka untuk meningkatkan kualifikasi akademik dari para guru kejuruan
meski harus dilakukan, mengingat masih adanya niat dari para guru-guru
kejuruan yang belum berkualifikasi S1 tersebut namun terkendala beberapa

hal antara lain, waktu yang mereka miliki untuk studi lanjut terbatas sebab



hampir seluruh waktunya telah dihabiskan untuk mengajar sekolah, jarak
antara tempat tinggal dengan kuliah yang sangat jauh, belum lagi terkendala
juga biaya perkuliahan yang mahal. Oleh karena itu dalam rangka berperan
dalam meningkatkan pendidikan di tanah air dengan mempersiapkan tenaga-
tenaga guru yang penulis berinisiatif untuk menyelenggarakan model
pendidikan kejuruan melalui Rekognisi pembelajaran lampau yaitu suatu
program yang dirancang untuk membantu para guru Kejuruan yang belum
memiliki kualifikasi S1 untuk dapat meraih kualifikasi-kualifikasi tersebut
dengan beberapa perlakuan-perlakuan khusus dengan memperhatikan
kebijakan  rekognisi pengalaman masa lampau (RPL) dari para peserta

program ini.

Selanjutnya dalam rangka untuk memberi panduan dalam
melaksanakan program afirmasi dengan pendekatan RPL pada program studi
pendidikan teknik otomotif pada LPTK maka dipandang perlu di susun buku
panduan agar pelaksanaan program seperti yang diharapkan bersama dan

Semoga bermanfaat.

Semarang, 29 September 2020
Penulis,

Dr. Fuad Abdillah, MT.
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BAB |
DINAMIKA
PENDIDIKAN KEJURUAN

PENDIDIKAN
Pendidikan berasal dari kata "didik" dengan mendapatkan awalan "pe"
dan akhiran "an", yang mempunyai arti upaya atau perbuatan mendidik. Kata
pendidikan dari aspek bahasa berasal dari kata "pedagogi" yakni "paid"
artinya adalah anak dan "agogos" artinya membimbing, jadi arti pedagogi
adalah ilmu dalam membimbing anak (Kamus Besar Bahasa Indonesia:008)
Buckley and Caple (2004:6) mengartikan bahwa pendidikan adalah proses
dan rangkaian aktivitas yang mengarahkan potensi, peluang individu untuk
berasimilasi dan mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai , sikap
dan pemahaman yang tidak sekedar menghubungkan antar teori, namun
hingga mencapai jangkauan yang luas dari sebuah permasalahan yang
deskripsikan, diteliti dan dipecahkan. Sementara Dewey (1957), berpendapat
pendidikan adalah suatu proses pengalaman, karena kehidupan adalah
pertumbuhan, maka arti dari pendidikan adalah membantu pertumbuhan
batin seseorang tanpa dibatasi oleh pada usia. Proses pertumbuhan dapat

diartikan sebagai proses penyesuaian terhadap fase dan  menambah



kecakapan dalam perkembangan seseorang melalui pendidikan, dengan
bahasa yang berbeda. Pendidikan dapat diartikan sebagai aktivitas dan usaha
seseorang dalam meningkatkan kepribadian yang dimiliki seseorang melalui
mekanisme membina potensi-potensi pribadinya, Arti pendidikan secara
mendasar adalah mengembangkan/meningkatkan kualitas manusia (daya
pikir, daya kalbu, dan daya pisik) dengan tujuan agar yang bersangkutan dapat
memiliki pilihan hidup yang lebih baik/lebih banyak setelah kelak menjadi
sumberdaya manusia (Slamet PH, 2008). Selanjutnya dalam arti luas, tuntutan
pada pendidikan harus dapat memenuhi sejumlah kepentingan antara lain: (1)
pengembangan kualitas dasar (daya pisik, daya pikir, dan daya kalbu), kualitas
instrumental, dan jiwa kewirausahaan, (2) penguasaan disiplin ilmu, (3)
pembelajaran yang manusiawi, (4) pemenuhan pada standar nasional
pendidikan, (5) pemenuhan pada standar akreditasi (6) pemenuhan legislasi
dan kebijakan pendidikan nasional, dan (6) pemenuhan standar regional dan
internasional (Slamet PH, 2008b).

Todaro & Smith (2003:404) menyatakan bahwa “peran penting
pendidikan adalah membentuk kemampuan pada individu untuk menyerap
teknologi terkini, dan mengembangkan sumberdaya yang dimilikinya agar
tumbuh dan berkembang, sehingga pendidikan dapat dimanfaatkan guna
menggapai kehidupan yang memuaskan dan lebih bermakna. Dengan
pendidikan akan terbentuk kapabilitas individu yang lebih luas. Hal senada

juga diungkapkan oleh Bruns, dkk (2003:1) bahwa:

Education is fundamental for the construction of globally competitive
economies and democratic societies. Education is key to creating,
applying, and spreading new ideas and technologies which in turn are
critical for sustained growth; it augments cognitive and other skills,
which in turn increase labor productivity.



Siswoyo (2007:21) menambahkan definisi pendidikan dengan kata
“proses sepanjang hayat”. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa
waktu untuk sebuah proses pendidikan tidak mungkin sesaat karena untuk
membentuk dan mengembangkan potensi seseorang diperlukan penyadaran,
pemberian motivasi, pemberian materi, bimbingan, serta evaluasi secara
kontinyu hingga diperoleh potensi yang diinginkan. Pengertian tersebut
memberi kesimpulan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan dilakukan
secara terencana yang dilakukan oleh seseorang sepanjang hayatnya dalam

mengembangkan sebuah potensi .

PENDIDIKAN KEJURUAN

Istilah lain terkait dengan pendidikan kejuruan antara lain, technical
education, vocational education, professional education, dan occupational
education. Evans (1978), menerjemahkan maksud dari pendidikan kejuruan
adalah bagian dari sebuah sistem yang mempersiapkan individu agar lebih
mampu bekerja dan berkarya pada kelompok pekerjaan atau bidang
pekerjaan. Penafsiran lain dari aspek yang lain tentang pengertian pendidikan
vokasional adalah undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional: "pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang
mempersiapkan seseorang dalam memiliki pekerjaan dengan keahlian
terapan tertentu yang setara dengan program sarjana” sementara pengertian
“pendidikan  kejuruan  merupakan  pendidikan  menengah  yang
mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu”

Hamalik (1990:24), menghubungkan pendidikan kejuruan dengan
pengembangan bakat, pendidikan dasar keterampilan serta pembentukan
karakter dari peserta didik yang mengarah pada dunia kerja serta sebagai

latihan keterampilan. Djohar (2007:1285), mengemukakan pendidikan



kejuruan adalah suatu program pendidikan yang menyiapkan seseorang
untuk menjadi tenaga kerja yang profesional. Selanjutnya Byram dan Wenrich
(1956:50), berpendapat bahwa “vocational education is teaching people how
to work effectively”. Secara lebih spesifik Wenrich mengemukakan pendidikan
kejuruan adalah bentuk pendidikan yang mempersiapkan individu untuk
bekerja yang dilaksanakan oleh sekolah menengah.

Pendapat senada dikemukakan oleh Pavlova (2009), tradidisi
pendidikan kejuruan adalah tradisi menyiapkan peserta didik untuk bekerja.
United States Congress (1976), Pendidikan Kejuruan adalah program
pendidikan yang secara langsung berkaitan dengan penyiapan seseorang
untuk pekerjaan tertentu dan atau dalam persiapan tambahan karier
seseorang. National Institute for Educational Research (NIER), Tokyo, Japan
mendefinisikan bahwa Vocational Education adalah program pendidikan
yang dengan tujuan untuk mempersiapkan pada level craftsman atau tukang
yang mahir pada peserta didik. Good (1959), berpendapat pendidikan
kejuruan merupakan suatu program pendidikan vyang keberadaannya
dibawah pendidikan tinggi yang diorganisasi dan disiapkan untuk program
bagi peserta didik dalam memasuki dunia kerja tertentu atau dipersiapkan
sebagai upaya meningkatkan pekerjaan dalam dunia kerja. Harris dan Sas
(2011), berpendapat bahwa “ pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang
mempersiapkan seseorang atau masyarakat untuk bekerja pada setiap jenis
pekerjaan. Oleh karena itu masih menurut Harris dan Sas, Pendidikan
kejuruan adalah pendidikan khusus yang harus dibedakan dari pendidikan
umum "

Dari sudut pandang Filosofi tentang pendidikan kejuruan salah satunya
adalah menurut Thompson, (1973:133). Yang mengartikan pendidikan

kejuruan adalah pendidikan yang menyediakan pengalaman-pengalaman



belajar kepada peserta didik, rangsangan visual, perhatian afektif, informasi
kognitif, atau keterampilan-keterampilan yang bersifat psikomotorik melalui
proses pengembangan vokasi dari peserta didik sehingga peserta didik
mampu menjelajah, menetapkan dan mempertahankan ketrampilannya saat
peserta didik memasuki dunia kerja. Sementara itu masih menurut Thomson
(1973:133) Pengembangan vokasi dimaksudkan sebagai proses
pengembangan kognitif, psikologik, maupun afektif yang mencakup
perpindahan peserta didik dari tahap mengetahui dan memiliki gagasan dan
kreatifitas kerja menuju kompeten dalam pencapaian hidupnya.

Seorang individu tidak akan mungkin lahir langsung matang, namun
akan tumbuh dan akan terus berkembang dalam lima tahapan hidup yaitu
tumbuh, eksplorasi, mapan, pemeliharaan, dan kemunduran. Sudira
(2016:66a) mengatakan pendidikan vokasional (kejuruan) merupakan
pendidikan untuk dunia kerja, mempelajari sifat-sifat pekerjaan, dan
mengembangkan ketrampilan secara fisik, spesifik serta praktis fungsional.
Lebih lanjut sudira (2016:66b) mengatakan pendidikan vokasional (kejuruan)
merupakan program bersifat komprehensif yang mencakup pendidikan dan
pelatihan teknis dan vokasional baik pada jalur formal , nonformal maupun
informal. Sementara dari orientasi pendidikan Yuniarti (2014) b erpendapat
pendidikan kejuruan mempunyai tujuan yang berbeda dengan pendidikan
lainnya. Pendidikan kejuruan berorientasi pada penyiapan tenaga kerja
trampil yang siap memasuki dunia kerja pada peserta didik sehingga perlu
terus dicari alternatif dalam pencapaian tujuan tersebut secara efektif dan
efisien. Prosser (1950:234), menyampaikan bahwa: “The instructor is himself
master of the skills and knowledge he teaches”. Dalil ini merupakan dalil ke-7
yang berarti bahwa pendidikan kejuruan akan efektif apabila guru pada

pendidikan kejuruan telah mempunyai pengalaman yang sukses dalam



penerapan keterampilan dan pengetahuan pada operasi dan proses kerja
yang akan dilakukan..

Apapun bedanya berbagai definisi tersebut, semuanya ada kesamaan
bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta
didiknya untuk memasuki lapangan kerja. Orientasi semacam ini membawa
konsekuensi bahwa pendidikan kejuruan harus selalu dekat dengan dunia
kerja, dan harus memiliki guru yang telah mempunyai pengalaman yang

sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan

PROFESI GURU

Guru adalah profesi, sebagaimana profesi lainnya, guru merujuk pada
pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan
kesetiaan. Suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak
dilatih atau dipersiapkan untuk itu. Suatu profesi umumnya berkembang dari
pekerjaan yang kemudian berkembang makin matang serta ditunjang oleh
tiga hal: keahlian, komitmen, dan keterampilan, yang membentuk sebuah
segitiga sama sisi yang di tengahnya terletak profesionalisme. Senada dengan
itu, secara implisit, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional
yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,
menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.

Salah satu faktor yang menentukan ketercapaian tujuan pendidikan
adalah guru. Sangat signifikannya peran guru dalam keberhasilan proses
pembelajaran (Jones, Jenkin & Lord, 2006:1). Guru harus dapat memfasilitasi
proses pembelajaran yang aktif dan guru dituntut mampu membangkitkan
minat dan kemauan peserta didik dalam mengoptimalkan potensi yang

dimiliki. Dalam konteks ini menjadi penting bagi guru untuk memiliki suatu



kompetensi dan bertindak efektif sebagai salahsatu kunci keberhasilan
pembelajaran. Studi di negara-negara berkembang menggambarkan bahwa
faktor guru memberi sumbangan pada prestasi belajar siswa 36%,
manajemen 23%, dan waktu belajar 22%, serta sarana fisik 19% (Sidi:2000).
Sehingga semakin tinggi tuntutan mutu pendidikan termasuk pendidikan
kejuruan maka semakin tinggi tantangan yang dihadapi seorang guru.
Pendidikan kejuruan yang bermutu pasti menuntut standarisasi gurunya
padahal guru yang berstandar pasti membutuhkan pendidikan guru kejuruan
yang berstandar pula. Pendidikan calon guru kejuruan yang berkualitas tinggi
sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu lulusan SMK. Tugas utama guru
tidak terbatas hanya mengajar, tetapi harus mengembangkan dan
menyiapkan lingkungan belajar, bekerjasama dengan industri, dan
mempunyai sasaran menempatkan sesuai kebutuhan dunia kerja .

Guru sekolah kejuruan adalah guru yang mengajar pada sekolah
kejuruan yang memiliki kompetensi pedagogis, kepribadian, profesional dan
sosial. Guru SMK dikelompokkan menjadi tiga yaitu guru normatif, guru
adaptif dan guru produktif. Guru normatif yaitu guru yang mengampu mata
pelajaran yang bersifat umum atau universal, misalnya pendidikan agama,
Bahasa Indonesia, Sejarah dan Kewarganegaraan. Guru adapatif adalah guru
yang mengajar mata pelajaran-mata pelajaran yang bersifat dasar sebelum
mata pelajaran produktifmisalnya fisika, matematika, biologi, kimia,
astronomi dan lainnya. Sedang istilah guru produktif adalah guru yang
mengajar mata pelajaran kejuruan, misalnya bangunan, pertanian , listrik,
mesin, otomotif, pengelasan, pariwisata, perkapalan, senirupa dan lain
sebagainya.

Di sisi lain kesempatan calon guru SMK untuk mendapatkan

pengalaman di industri yang akan memberi pengalaman untuk mengerjakan



langsung pekerjaan pada bidang sesuai profesinya karena alasan tertentu
masih sangat terbatas. Untuk itu perlu pemikiran agar calon guru kejuruan
memiliki bekal yang cukup pada keahlian profesi. Karena posisi lulusan SMK
dapat menjadi faktor penentu percepatan perubahan dari masyarakat agraris
ke masyarakat industri, yang ternyata secara ekonomi jauh lebih efektif untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu posisi SMK
menjadi sangat penting dalam percaturan global, khususnya dalam
mempercepat ketersediaan tenaga kerja tingkat menengah, secara
internasional, regional, nasional, maupun lokal. Namun demikian apabila
dicermati masih banyak yang belum optimal, khususnya masalah sumber daya
manusia penggerak (tenaga pendidik dan kependidikan), khususnya guru SMK

yang handal dan memiliki kemampuan kejuruan dan pedagogis.

Guru Kejuruan

Dalam istilah bahasa jawa guru adalah seseorang yang digugu dan
ditiru. Digugu artinya segala sesuatu yang disampaikan olehnya senantiasa
dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran, sedangkan ditiru artinya seorang
guru harus menjadi suri teladan (panutan). Kata guru menurut Sudira (2012),
berakar dari Sanskrit “gri” berarti memuji dan “gur” yang artinya mengangkat
"to raise, "to lift up", atau "to make an effort." Untuk menjadi guru diperlukan
kesadaran yaitu: (1) sadar filsafati; (2) sadar teoritik; (3) sadar etik; dan (4)
sadar teknis. Selanjutnya menurut Sudira (2012), Guru adalah seseorang yang
dihormati karena pengetahuannya, kebijaksanaannya, kemampuannya
memberikan pencerahan, kewibawaan dan kewenangannya. Guru dimaknai
sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan berbobot, berat, dan padat.
Berbobot dengan kearifan spiritual, keseimbangan spiritual, berbobot karena

kualitasnya yang bagus teruji dilapangan, kaya dengan pengetahuan.



Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional Pasal 1, mengenai ketentuan umum butir 6, menyebutkan bahwa
pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen,
konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan
sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam
menyelenggarakan pendidikan. Dengan perkataan lain, dapat jelaskan bahwa
guru merupakan pendidik. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(377:005), yang dimaksud dengan guru yaitu orang yang pekerjaannya (mata
pencahariannya, profesinya) mengajar. Pengertian guru menurut KBBI di atas,
masih bersifat umum dan belum dapat menggambarkan sosok guru yang
sebenarnya, sehingga upaya memperjelas gambaran tentang seorang guru
diperlukan definisi-definisi lain. Suparlan dalam bukunya yang berjudul
Menjadi Guru Efektif, (2008:12), mengungkapkan bahwa pengertian guru
dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya yang berkaitan dengan upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua sudut pandangnya, baik sudut
pandang spiritual, emosional, intelektual, fisikal, maupun sudut pandang
lainnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Suparlan (2008:13),
menambahkan secara legal formal, guru merupakan orang yang memperoleh
surat keputusan (SK), baik dari pemerintah maupun pihak swasta untuk
mengajar. Selanjutnya Imran (2010:23), menambahkan bahwa guru
merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam
tugas utamanya seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,
melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Senada dengan pendapat
Imran, Nurhening (2014), guru merupakan pemeran utama dalam proses
transfer of knowledge yang mempunyai peran yang amat strategis dalam

proses pembelajaran .



Guru SMK atau guru kejuruan tidak dapat dipisahkan dengan
karakteristik SMK pada umumnya. Dalam konteks karakteristik pendidikan
kejuruan secara umum, Charles Prosser mengemukakan 16 prinsip yang harus
dipenuhinya, di mana lima di antaranya berkaitan dengan pentingnya
penyesuaian kompetensi guru dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK). Kelima prinsip dimaksud adalah: (1) Pendidikan kejuruan
akan efisien apabila disediakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi
nyata/real dimana peserta didik akan bekerja. (2) Latihan kejuruan akan
efektif apabila diberikan tugas atau program yang sesuai dengan apa yang
akan oleh para peserta didik kerjakan kelak. Demikian pula fasilitas atau
peralatan dan proses kerja serta operasionalnya dibuat sama dengan kondisi
nyata nantinya. (3) Pendidikan kejuruan akan efektif bilamana dalam latihan
kerja atau dalam pengerjaan pekerjaan telah dibiasakan pada kondisi nyata
nantinya. (4) Pendidikan kejuruan akan efektif jika guru mempunyai
pengalaman dan mampu mentransfer ketrampilan kepada peserta didik. (5)
Pendidikan kejuruan akan efektif bilamana mampu memberikan bekal
kemampuan minimal yang dibutuhkan pada dunia kerja sebagai standar
minimal profesi.

Selanjutnya tantangan Guru SMK saat ini dan ke depan menurut
(Kunandar, 2010:37) digambarkan diantara tantangan guru SMK yang krusial
diantaranya : (1) akibat perkembangan IPTEK yang pesat maka di butuhkan
guru yang mempunyai karakter adaptif, responsif, arif serta bijaksana; (2)
Akibat dampak negatif dari globalisasi maka dibutuhkan guru yang dapat
berperan aktif serta bijaksana dalam membimbing peserta didik; (3) Akibat
krisis sosial, seperti kriminalitas dan pengangguran maka dibutuhkan guru
yang responsif; (4) Akibat krisis identitas maka dibutuhkan guru yang

mempunyai peran sebagai penjaga nilai-nilai termasuk nilai nasionalisme bagi
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peserta didiknya; dan (5) akibat perdagangan bebas akan dibutuhkan guru
yang visioner, kompeten dan mempunyai dedikasi yang tinggi hingga akan
mampu membekali peserta didik dengan berbagai kompetensi yang
diperlukan sebagai bekal menghadapi persaingan global tersebut. Selanjutnya
pendapat senada ditulis Depdikbud (2013:258) dalam buku “Tantangan Guru
SMK Abad 21” vyang menekankan bahwa guru SMK perlu menyiapkan
beberapa kemampuan untuk menghadapi tantangan abad 21 antara lain: (a)
menguasai pengetahuan dan keterampilan baru yang berbasis teknologi
digital (digital age literacy); (b) mau bekerja atau berfikir keras (inventive
thinking) dalam mengikuti perubahan; (c) mampu menyampaikan/menerima
ide atau gagasan secara tertulis dan lisan kepada/dari orang lain (effective
communication); dan (d) mampu menghasilkan banyak karya yang relevan
dan bermutu (high productivity). Selain menyiapkan lulusan yang siap kerja,
guru SMK juga dituntut untuk mengembangkan keprofesian sendiri secara
berkelanjutan. Semakin tinggi jenjang profesi guru semakin sulit persyaratan
yang harus dipenuhi. Dalam mengembangkan profesinya, guru SMK akan
selalu dituntut memiliki banyak karya pengembangan profesi sebagai seorang
guru. Profesi guru dapat berkembang jika guru memiliki banyak inovasi
pembelajaran yang terdokumentasi dengan baik dan dipublikasikan.
Uraian-uraian tentang karakteristik guru kejuruan tersebut dapat
dirangkum perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang sangat pesat
pada masa kini dan akan datang menuntut guru SMK untuk menjadi agen
perubahan dalam dunia pendidikan. Indikatornya adalah guru yang memiliki
jiwa kepemimpinan, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang
bagaimana cara untuk mengajar, memahami dengan jelas strategi yang harus
dilakukan agar sekolah memiliki kesuksesan yang tinggi, memiliki

keterampilan dan komitmen untuk menyebarluaskan keahliannya kepada
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orang lain serta memiliki visi mengembangkan pendidikan terbaik untuk

generasi dimasa depan.

Kualifikasi Guru Kejuruan

Kuswana (2013:106), menyampaikan pendapatnya bahwa guru
memainkan peran yang berbeda dalam proses mengajar, peran tersebut
dalam kaitannya membentuk peran peserta didik yaitu berupa kualitas dalam
proses pembelajaran sementara Suparlan (2008:146), menekankan bahwa
guru merupakan salah satu unsur masukan instrumental yang sangat
menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, guru harus
memiliki standar minimal baik standar kualifikasi, standar kompetensi,
maupun standar kesejahteraan .

Lalu apa yang dimaksud dengan kualifikasi? menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (603:2005), yang dimaksud dengan kualifikasi adalah (1)
pendidikan khusus guna memperoleh suatu keahlian khusus; (2) keahlian
khusus yang diperlukan untuk mementukan sesuatu dalam menduduki
jabatan, dsb); (3) tingkatan; (4) pembatasan atau penyisihan. Suyatno, dkk
(2009:213), menggarisbawahi bahwa kualifikasi akademik merupakan tingkat
pendidikan minimal yang wajib dipenuhi oleh guru serta dibuktikan dengan
ijjazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan dan sesuai dengan
kewenangan mengajar serta sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku. Tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan guru berpengaruh
terhadap bagaimana guru berperilaku dalam melaksanakan proses
pembelajaran. Kualifikasi akademik pendidikan yang memadai merupakan
syarat awal yang bersifat mutlak bagi guru agar dapat melaksanakan tugasnya

sebagai guru dengan baik. Tanpa peningkatan kualifikasi akademik, kecil
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kemungkinannya akan dapat berhasil mewujudkan guru yang terstandar dan
kompeten. Dengan semakin tinggi dan terstandarnya kualifikasi akademik
guru maka akan mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan
oleh guru.

Cohen (1990:2) dengan kualifikasi pendidikan yang memadai sesuai
dengan apa yang dipersyaratkan, maka seseorang guru akan mampu berpikir
secara luas, kompeten dan memiliki inisiatif yang lebih besar. Dengan keadaan
yang demikian, maka seorang guru akan menemukan cara-cara yang lebih
efisien dan efektif dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya dari data
empirik kualifikasi guru, Rustat (2012), menyatakan berdasarkan rekapitulasi
guru dengan kualifikasi S1 sebanyak 73,3%, sehingga masih banyak guru
tidak memenuhi persyaratan minimum sebagaimana diamanatkan dalam
peraturan pemerintah tentang standar pendidikan dan tenaga pendidikan.
Dengan keadaan guru yang tidak memiliki tingkat pendidikan yang memadai,
maka akan berimbas pada kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh guru
sebab profesionalisme guru pada tataran yang lebih empirik diukur melalui
kompetensi akademik yang dimiliki yaitu tingkat pendidikan. Melalui tingkat
pendidikan yang memadai seorang guru akan dapat melakukan pembelajaran
dengan baik, oleh karena itu peningkatan kualifikasi pendidikan bagi seorang
guru agar sesuai dengan ketentuan, merupakan suatu hal yang mutlak untuk
dilakukan. Lebih lanjut Rustat (2012), menyatakan seorang pendidik dalam
rangka menjalankan profesinya sebagai guru harus memenuhi kualifikasi
akademik dan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang
tugasnya. Kualifikasi akademik guru di peroleh melalui program pendidikan
formal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non
kependidikan pada perguruan tinggi terakreditasi. Kualifikasi akademik guru

ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang
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dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada
jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya
sesuai standar nasional pendidikan.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini yang sangat cepat
tentunya sangat ideal apabila ada syarat minimum dari seorang guru dengan
pendidikan S1 ditambah dengan penguasaan ilmu kependidikan. Untuk guru
sekolah menengah sangat ideal apabila dididik dalam lingkungan universitas
kemudian dilengkapi dengan pendidikan profesional pada tingkat S2 dan S3.
Bagi guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi minimum dapat
berupaya untuk memenuhi melalui pendidikan formal dengan mengakui hasil
pembelajaran yang pernah dicapainya, termasuk: a) pelatihan guru dengan
memperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya; b) prestasi
akademik yang diakui dan diperhitungkan ekuivalensi SKS nya oleh
perguruan tinggi ; dan/atau c) pengalaman mengajar dengan masa bakti dan
prestasi tertentu

Dari beberapa uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa
kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimum yang wajib dimiliki
guru sesuai dengan kewenangan mengajar yang dibuktikan dengan ijazah atau
sertifikat. Peningkatan kualifikasi akademik sangat diperlukan untuk
mewujudkan guru yang terstandar,mempunyai kapabilitas, dan profesional
dalam mengampu pembelajaran. Tanpa peningkatan kualifikasi pendidikan
guru, kecil kemungkinannya akan berhasil mewujudkan guru yang terstandar

dan kompeten.

Sejarah Pendidikan Guru Kejuruan di Indonesia

Menelusuri sejarah pendidikan guru kejuruan di Indonesia tidak lepas

dari sejarah pendidikan guru yang dimulai dari didirikannya kweekschool,
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yaitu sekolah guru pertama yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda
pada tahun 1852. Buchori (2009:13), Perjalanan dari Kweekschool sampai ke
IKIP merupakan perjalanan yang cukup panjang. Selama kurun waktu tersebut
sistem pendidikan guru Indonesia mengalami berbagai perubahan, termasuk
perubahan dalam bagaimana cara para siswa dipersiapkan menjadi guru-guru
yang kompeten. Fase sejarah pertumbuhan pendidikan guru di Indonesia
dimulai dari fase zaman Hindia Belanda yaitu kurun waktu sampai tahun 1942,
dimana fase tersebut merupakan akhir zaman Hindia Belanda, untuk orang
Indonesia yang ingin menjadi guru terdapat dua jenis sekolah guru, yaitu
sekolah guru untuk mereka yang akan mengajar disekolah rendah pribumi.
Sekolah jenis pertama mula-mula disebut Sekolah Pribumi Kelas | (Eerste
Inlandsche School, kemudia sekolah ini dikenal dengan sebutan Hollandsch
Inlandsche School (H.1.S), Sekolah rendah jenis kedua disebut dengan nama
Sekolah Pribumi Kelas Il (Tweede Inlandsche School, atau Standaard School.;
Kedua jenis sekolah guru ini memiliki susunan yang berjenjang artinya ada
bagian yang terletak dijenjang bawah dan ada pula bagian yang terletak
dijenjang atas. Pada mulanya yang dapat diterima sebagai murid pada
kweekschool adalah tamatan dari sekolah pemerintah untuk anak-anak
pribumi, berumur paling tidak 12 tahun, dan dari keluarga baik-baik.
Dikemudian hari yang dapat diterima di kweekschool ini hanya mereka yang
telah tamat kelas VII HIS. Lama studi pada kweekschool adalah 4 (empat)
tahun.

Pada zaman pemerintahan Jepang sekolah guru dibuka kembali
khususnya di pulau jawa. Tetapi hanya sekolah guru pemerintah yang dibuka
kembali, sedangkan semua sekolah guru swasta tetap ditutup. Siswa-siswa
sekolah guru swasta yang pada waktu jepang mulai menguasai Indonesia

belum menamatkan pendidikannya, dipersilahkan masuk di salah satu dari
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lima sekolah pendidikan guru pemerintah yang dibuka, yaitu di Jakarta,
Bandung, Yogyakarta, Surakarta dan Blitar. Dalam pada itu diadakan
pemisahan antara sekolah guru untuk siswa laki-laki dan guru untuk siswa
perempuan. Dengan demikian sekolah guru laki-laki (SGL) dan Sekolah Guru
Perempuan (SGP) . lama studi di sekolah guru ini adalah 4 (empat) tahun.
Diatas lembaga sekolah guru ini (SGL atau SGP yang terdapat pada jenjang
pendidikan SLTP) terdapat Sekolah Guru Menengah Tinggi (Kootoo Shihan
Gakkoo), yang terdapat pada jenjang SMU. Sekolah ini lebih sering disebut
dengan singkatan SGMT. Hanya ada 1 (satu) sekolah guru ini di pulau Jawa
yaitu di Jakarta.

Lama studi di sekolah ini adalah 4 (empat) tahun bagi lulusan SMP dan
SGB dan 1 (satu) tahun untuk para siswa lulusan SMA. Sekolah ini hanya
menerima siswa laki-laki. Untuk anak-anak perempuan terdapat sekolah Guru
Kepandaian Putri (SGKP), yang hanya memberikan pelajaran dalam soal-soal
kesejahteraan rumah tangga. Massa studi di SGMT dan SGKP aialah 4 (empat)
tahun. Semua sekolah guru ini dilengkapi dengan asrama. Ini merupakan
kelanjutan dari system internaat yang terdapat pada sekolah guru zaman
Hindia Belanda. Sesuai dengan suasana politik yang ada pada waktu itu
pengasramaan siswa-siswi sekolah guru ini memudahkan pelaksanaan
program-program pendidikan yang diselenggarakan di luar kelas dan
menuntut partisipasi penuh dari para siswa, seperti latihan kemiliteran
(Kyooren), pengabdian masyarakat atau kerja bakti secara paksa
(kinroohooshi), dan pendidikan jasmani. Melalui sistem asrama ini tidak
mudah bagi para siswa sekolah guru untuk membolos dari kegiatan-kegiatan
yang kurang menyenangkan seperti kerja bakti dan latihan kemiliteran.

Pada zama awal kemerdekaan Republik Indonesia presiden Sukarno

membentuk kabinet R.l yang pertama yaitu pada tahu 1945 hingga 1949 ,
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dalam cabinet ini Ki Hajar Dewantara duduk sebagai Menteri Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan. (P.P dan K). pada era ini dikembangkan tiga
jenis sekolah guru untuk mendidik calon-calon guru SD yaitu sekolah Guru C
(SGC), sekolah guru B (SGB) dan sekolah guru A (SGA). Kehadiran SGB dalam
system pendidikan guru dilakukan dengan melanjutkan SGL dan SGP yang ada
pada zaman Jepang dan kemudian diberi nama baru; sekolah guru B,
sedangkan SGA dihadirkan ke dalam masyarakat dengan membuka sekolah
guru baru yang murid-muridnya adalah tamatan SGB atau SMP.

Buchori (2009:79), perjalanan sejarah Pendidikan Guru Indonesia pada
periode 1950-1965 dimana pada zaman tersebut sebagai permulaan dari
zaman normal bagi kehidupan dalam Republik Indonesia dimana pada zaman
inilah pemerintah dapat berjalan dengan tenang, tanpa gangguan yang berarti
dari manapun. Kementrian P.P dan K mulai dapat melakukan pembenahan
secara fisik terhadap sistem pendidikan Indonesia termasuk sistem pendidikan
gurunya. Dirjen DIKTI dalam buku Menyiapkan Guru Masa Depan (2013:16),
Pada kurun waktu 1958 — 1963, terdapat ada tiga lembaga yang menyiapkan
guru, yaitu Kursus B-l1 & B-Il, Fakultas Paedagogik Universitet Gadjah Mada
dan 3 PTPG vyaitu PTPG Bandung, Malang, dan Tondano. Dalam
perkembangannya, kursus B-1 dan B-Il pada awal tahun 1960 diintegrasikan ke
dalam FKIP Universitas. Pada tahun 1963 FKIP universitas berubah menjadi
Institut Keguruan dan llmu Pendidikan (IKIP). Selanjutnya pada tahun 1963,
oleh Kementerian Pendidikan Dasar didirikan Institut Pendidikan Guru (IPG)
untuk menghasilkan guru sekolah menengah. Sementara itu berdasarkan
Keputusan Menteri P dan K Nomor 6 dan 7 tanggal 8 Februari 1961 Kursus B-I
dan B-Il diintegrasikan ke dalam FKIP di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi
yang juga menghasilkan guru sekolah menengah. Dualisme ini dirasakan

kurang efektif dan mengganggu manajemen pendidikan guru. Untuk
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mengatasi masalah ini, kursus B-I dan B-Il diintegrasikan ke dalam FKIP pada
universitas.

Melalui Keputusan Presiden Rl Nomor 1 Tahun 1963 tanggal 3 Januari
1963, ditetapkan integrasi sistem kelembagaan pendidikan guru. Salah satu
butir pernyataan keppres tersebut adalah surat keputusan ini berlaku sejak 16
Mei 1964, FKIP dan IPG diubah menjadi Institut Keguruan dan limu Pendidikan
(IKIP). Setelah FKIP berdiri sendiri menjadi Institut Keguruan dan Ilimu
Pendidikan (IKIP) dan kursus B1 dan B2 diintegrasikan dengan IKIP. Jumlah
IKIP mengalami kenaikan menjadi 10. Dalam perjalanannya, beberapa
universitas masih tetap mengembangkan pendidikan guru dalam wadah FKIP.
Selanjutnya pada tahun 1999, IKIP diberikan perluasan mandat untuk tidak
saja mengembangkan ilmu pendidikan tetapi juga ilmu-ilmu non kependidikan
dalam wadah universitas. Selanjutnya pada 4 Agustus 1999 berdasarkan
Keputusan Presiden Rl Nomor 93/1999, beberapa IKIP diubah menjadi
universitas.

Pada era orde baru untuk mengatasi masalah kekurangan guru
teknologi/kejuruan, yaitu dengan memanfaatkan sumber-sumber yang telah
ada pada lembaga-lembaga pendidikan menengah kejuruan yang telah
dibangun melalui program-program pembangunan lima tahun (pelita). Dalam
hal ini Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG) Teknologi di Bandung dan
PPPG kejuruan di Ragunan, Jakarta (kini berada di Sawangan, Bogor)
merupakan modal dasar yang sangat potensial untuk dikembangkan guna
tujuan tersebut. Untuk itu, suatu usaha lintas pintas dilakukan melalui
kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Konsorsium limu
Pendidikan, dan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan
membuka Program D Ill Guru Kejuruan yang diselenggarakan di PPPG

kejuruan dan PPPG Teknologi. Program D Il Guru Teknologi yang diadakan di
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PPPG Teknologi dimulai pada bulan januari 1981, sedangkan untuk kejuruan
diselenggarakan di PPPG Kejuruan dimulai sejak tahun 1982.

Masa pendidikan Program DIIl guru teknologi/Kejuruan tersebut
adalah 6 semester yang ditempuh melalui pendidikan di institusi (PPPG
Teknologi dan PPPG Kejuruan) selama 3 semester, dan 3 semester lainnya
diselenggarakan secara berlapis di SMK yang ditunjuk. Selama mengikuti
pendidikan di SMK, mahasiswa diwajibkan melakukan 40 jam tatap muka
perminggu termasuk 12-18 jam pelajaran mengajar dibawah supervisi guru
senior di SMK yang bersangkutan, mulai semester IV, mahasiswa dilatih untuk
membangun kerjasama dengan industri setempat guna memperoleh
pengalaman industri. Selanjutnya masih dalam rangka pengadaan guru
teknologi, dikembangkan program kerjasama dengan dua Fakultas Pendidikan
Teknologi dan Kejuruan (FPTK), yaitu FPTK IKIP Padang dan IKIP Yogyakarta
dengan dukungan dana pinjaman Bank Dunia. Kedua lembaga ini sejak

pertengahan tahun 1983 telah menghasilkan lulusan guru teknologi/kejuruan.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI GURU

Permasalahan guru kejuruan tidak dapat lepas dari permasalahan
sekolah kejuruan sebab kunci keberhasilan pendidikan terletak pada peran
guru dalam proses belajar. Hal ini sesuai dengan pernyataan
Kartadinata,(2010) yang menyatakan bahwa "salah satu indikator kualitas
pendidikan yaitu kualitas guru". Peranan guru sangat signifikan dalam
keberhasilan proses pembelajaran (Jones, Jenkin & Lord, 2006:1). Harris dan
Sass, (2011:798) menyatakan bahwa: "It is generally acknowledged that
promoting teacher quality is a key element in improving primary and
secondary education in the United States". Beberapa pernyataan tersebut

secara tegas. menyatakan bahwa kualitas guru sebagai kunci dalam
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peningkatan kualitas pendidikan sebab guru merupakan pemeran utama
dalam pembelajaran sehingga keberhasilan proses transfer ilmu pengetahuan
dan teknologi akan berhasil dengan baik jika didukung dengan guru yang
berkualitas. Selanjutnya peningkatan kualitas di bidang pendidikan ini pula
akan perperan sangat penting dalam peningkatan kualitas suatu bangsa
hingga dapat dikatakan bahwa guru yang bermutu amat berdampak pada
peningkatan kualitas bangsa seperti disampaikan oleh Akiba, LeTrende &
Scribner (2007:369):

"These analyses provide empirical, cross-national evidence of the
importance of investing in teacher quality for improving national
achievement. National policies and practices related to improving
teacher quality appear to be a promising area for future research to
identify how other countries have achieved both excellence and equity
in student achievement".

Selanjutnya Wibawa (2005:158), menyatakan bahwa ada beberapa
permasalahan yang terjadi pada pendidikan teknologi dan kejuruan di
Indonesia yaitu: (1) mutu dan kompetensi lulusan; (2) masa tunggu lulusan;
(3) relevansi antara lulusan dengan kebutuhan masyarakat dan industri; (4)
kesesuaian program keahlian yang ada dengan tuntutan industri; (5)
kepedulian industri terhadap pendidikan teknologi dan kejuruan yang relatif
masih rendah; (6) sarana dan prasarana pendukung pembelajaran kurang
memadahi; (7) akreditasi; (8) kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
dan (9) sertifikasi.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa permasalahan mendasar guru
kejuruan di Indonesia, yaitu terkait dengan masalah jumlah, distribusi,
relevansi, dan kualitas. Sesuai pusat data dan statistik DIKBUD tahun

2015/2016 jumlah guru SMK di Indonesia sebanyak 260.694 orang dan jumlah
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ini senantiasa akan bertambah seiring bertambahnya jumlah siswa SMK.
Selanjutnya diketahui bahwa jumlah SMK tumbuh dari 10.256 sekolah pada
tahun 2011/2012 menjadi 12.659 sekolah pada tahun 2015/2016 atau terjadi
kenaikan 18,9% hal ini sejalan dengan peningkatan animo pendaftar dan
siswa yang diterima (siswa baru) pada sekolah menengah kejuruan baik negeri
maupun swasta sebesar 11,7% pada tahun 2015/2016. Peningkatan jumlah
sekolah dan jumlah siswa baru SMK secara otomatis harus pula diikuti
dengan peningkatan jumlah guru. Untuk mengetahui peningkatan jumlah

sekolah SMK, guru dan siswa tersaji dalam tabel 1.

Table 1. Jumlah sekolah, guru dan siswa SMK 2011-2016

. Tahun
No | Variabel |, 5/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017
1. | Sekolah 10.673 11.726 12.421 12.659 13.236
2. | Guru 176.856 |  186.401 346.678 |  260.694 |  276.099
3. | Siswa 4.189.519 | 4.199.657 | 4.211.245 | 4.334.987 | 4.682.913
4. | SiswaBaru | 1464371 | 1.409.229 | 1.440.972 | 1.631.511 | 1.705.848

Sumber : Pusat Data dan Statistik DIKBUD

Berdasarkan data, banyaknya guru SMK tersebut, terdapat guru
normatif, adaptif sebesar 78% atau 126.599 sementara guru produktif hanya
sekitar 22,3% saja atau 35.057 pada tahun 2015/2016. Sedangkan jumlah
guru SMK yang belum berkualifikasi S1 yaitu sebanyak 20.684 atau 7,8% pada
tahun 2015/2016 dan 16.686 pada tahun 2016/2017 atau 6,0%. (Pusat Data
dan Statistik DIKBUD:2016)

Dalam memaknai pendidikan kejuruan menurut Wagiran (2008:1828-
1833) “ terdapat sembilan prinsip dasar yang harus diperhatikan.
Kesembilan prinsip dasar tersebut antara lain: (1) pendidikan kejuruan
sebagai pemandu pertumbuhan ekonomi, (2) pendidikan kejuruan
sebagai pelestari nilai-nilai dan norma serta agen perubahan, (3)
pendidikan kejuruan untuk meningkatkan daya saing bangsa, (4)
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Pendidikan kejuruan sejak dini, (5) Pendidikan kejuruan berbasis mutu,
(6) Pendidikan kejuruan mengembangkan potensi peserta didik secara
menyeluruh, (7) pendidikan kejuruan tidak sebatas pendidikan dalam
lingkup formal, (8) kurikulum pendidikan kejuruan yang dinamis,
adaptif, prediktif, dan fleksibel terhadap perubahan, dinamika sosial
dan IPTEKS, (9) kolaborasi terpadu dan saling menguntungkan antara
peserta didik (lulusan), dunia usaha/dunia industri (Du/Di),
pemerintah, dan masyarakat.

Selanjutnya kebutuhan guru kejuruan yang ada seperti pada Tabel 1
belum sebanding dengan banyaknya lulusan yang dihasilkan LPTK selama ini.
Meski tugas LPTK adalah untuk mempersiapkan dan menghasilkan guru SMK,
namun jumlah bidang studi yang dimiliki LPTK tidak sebanyak yang ada pada
bidang keahlian di SMK, dimana SMK terdiri 6 (enam) bidang keahlian, dengan
jumlah program keahlian sebanyak 40 program dan 121 kompetensi keahlian
atau spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan (Martawijaya:2013).
Disamping itu calon guru kejuruan yang dihasilkan oleh LPTK menurut
Mukhidin (2012) masih kurang dalam hal-hal yang berkaitan dengan
kompetensi yang berkaitan dengan keprofesionalannya khususnya pada
bidang kejuruan yang pada dasarnya mengandung unsur ilmu pengetahuan,
teknik dan kiat. Unsur kiat yang menjadi faktor utama penentu kadar keahlian
profesional seseorang hanya dapat dikuasai melalui cara mengerjakan
langsung pekerjaan pada bidang profesi itu sendiri, oleh karena itu ukuran
keahlian profesional seseorang adalah berdasarkan pengalaman kerja,
misalnya keahlian profesional seorang pilot diukur darijumlah jam
terbangnya. Berdasarkan pengertianini, kuliah  praktik kejuruan yang
disajikan dikampus walaupun dilengkapi dengan peralatan yang lengkap dan
modern hanya mampu menyajikan proses simulasi atau tiruan dan tidak akan

mampu memberikan keahlian profesional
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Hal ini perlu pemikiran untuk dapat mengatasi kekurangan
lulusan dari LPTK pada bidang studi tertentu untuk dapat mengisi kekurangan
tenaga guru pada bidang keahlian tertentu di SMK. Guru kejuruan memang
harus memiliki kompetensi daya pikir, daya kalbu dan daya fisik yang
memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Ketiga daya tersebut dapat
diterjemahkan menjadi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan
profesional. Kompetensi bukanlah sekadar pengetahuan (logos), tetapi harus
sampai pada etos (penghayatan) dan patos (penerapan/pengamalan). Lebih
spesifiknya, guru kejuruan harus memiliki kemampuan teoritik dan praktik
kejuruan sekaligus.

Kemampuan teoritik (pada umumnya) dapat diperoleh dari kampus,
pusat-pusat penelitian atau tempat lain. Kemampuan praktik dapat diperoleh
di kampus (praktek dasar kejuruan) dan di dunia kerja (praktik kejuruan
aplikatif). Oleh karena itu pengalaman kerja di dunia kerja (Du/Di, dsb.)
merupakan keharusan bagi calon-calon guru professional, hal ini sesuai teori
Prosser ke 7 yaitu pendidikan kejuruan akan efektif jika gurunya telah
mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan dan
pengetahuan pada operasi dan proses kerja yang akan dilakukan. Guru
kejuruan yang profesional dituntut untuk memiliki kompetensi-kompetensi
kunci melalui berbagai upaya, baik melalui penyiapan secara matang di
perguruan tinggi, pelatihan, magang, maupun pengalaman kerja langsung di
dunia kerja yang sarat dengan perubahan. Kurangnya jumlah guru kejuruan
seperti yang diuraikan tersebut, mengakibatkan banyak SMK yang merekrut
guru produktifnya dari lulusan DIll/Politeknik meskipun hal tersebut tidak
sesuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
yang mana disebutkan bahwa kualifikasi akademik guru adalah minimal

S1/DIV namun hal tersebut terpaksa dilakukan karena kebayakan dari para
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lulusan DIlI/ Politeknik tersebut telah mempunyai tingkat pengalaman kerja di
dunia usaha/ industri sehingga dipandang telah mempunyai kompetensi
kejuruan yang dibutuhkan SMK meskipun belum atau tidak mempunyai
pengalaman pedagogik.

Upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka pemenuhan jumlah
guru SMK khususnya guru bidang kejuruan teknik otomotif salah satunya
adalah penyelenggaraan program SKGJ melalui Pengakuan Pengalaman Kerja
(work experience) dan Hasil Belajar (prior learning) atau biasa disingkat
PPKHB pada LPTK. Prinsip pelaksanaan program tersebut dalam aspek
pendidikan antara lain: (1) Diperuntukkan untuk percepatan semua guru yang
belum berkualifikasi S1/DIV, (2) Dilaksanakan pada semua LPTK yang ditunjuk
pemerintah, (3) LPTK boleh memberikan pengakuan terhadap pengalaman
kerja sebagai guru dan hasil belajar yang pernah diperoleh sebelumnya pada
jalur formal sebagai pengurang beban studi yang wajib ditempuh, (4)
Pengakuan terhadap pengalaman kerja dan hasil belajar pada tingkat
pendidikan sebelumnya maksimal 65 % dari jumlah kredit semester (SKS yang
wajib ditempuh pada program studi yang dituju), (5) Bukti pengalaman kerja
(work experience) sebagai guru dan hasil belajar pada tingkatan sebelumnya
(prior learning) disusun dalam portofolio, yang kemudian digunakan sebagai
dasar penilaian Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar. Namun
implementasi lapangan ditemui banyak permasalahan. Permasalahan
tersebut menurut “Policy Brief “ Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar/edisi
3/2011 diantaranya :

1. Terkendala banyaknya LPTK penyelenggara yang belum atau bahkan
tidak melaksanakan program SKGJ
2. Terkendala banyaknya LPTK penyelenggara yang dalam melaksanakan

program tidak atau belum sesuai rambu-rambu
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Terkendalanya pemberian bantuan peningkatan kualifikasi akademik.
Terkendalanya pemberian izin belajar oleh BKD di beberapa
kabupaten/kota

Terkendala belum ada upaya penjaminan mutu khusus untuk

penyelenggaraan program SKGJ melalui PPKHB.

Selanjutnya menurut laporan M&E Pusbangprodik tahun 2012,

menyebutkan bahwa terdapat 10 kendala yang ditemui dalam pelaksanaan

PPKHB yaitu :

1.
2.
3.

Sistem jaringan online yang belum berjalan dengan baik

Minat dari guru calon PPKHB yang masih rendah

Adanya guru yang berminat, tetapi tidak sesuai dengan program studi
yang ditawarkan

SKPD terkait seperti BKD dan Diknas yang belum mengerti tentang
program PPKHB

Adanya biaya (transportasi, dll.) yang masih menjadi pertimbangan calon
peserta

Adanya ketidaksepakatan antar LPTK dalam menetapkan besarnya PKHB
yang diberikan kepada peserta program

Belum seluruh LPTK vyang ditunjuk oleh Mendiknas bersedia
melaksanakan program tercatat dari 81 LPTK/PT yang ditunjuk Mendiknas
hanya 55 yang melaksanakan program SKGJ.

LPTK kesulitan mencari peserta untuk program studi tertentu

Adanya ketidaksamaan persepsi dari LPTK yang menurutnya, bahwa
program SKGJ dengan PPKHB tidak perlu peraturan, karaena itu adalah
tugas rutin yang sudah biasa dilakukan oleh LPTK
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Senada dengan hasil studi pendahuluan melalui wawancara yang

dilakukan penulis dengan salah seorang mantan pelaksana program SKG)J

tentang kendala dalam penyelenggara program sarjana kependidikan bagi

guru dalam jabatan (SKGJ) yang mencakup 2 aspek yaitu :

1. Aspek Kandidat

a.

Banyaknya matakuliah dari lembaga pendidikan asal yang tidak
terakumulasi dalam konversi mata kuliahnya pada lembaga
pendidikan yang dituju.

Banyaknya pengalaman yang tidak diakui dalam perhitungan
portofolio sehingga banyak pengalaman/pembelajaran lampau yang
harus diulang kembali oleh kandidat

Terkendalanya kandidat karena belum mempunyai nomor unik
pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK)

Terkendalanya kandidat untuk mendapatkan izin belajar dari

instansinya

2. Aspek Pelaksana Program :

a.

Susahnya penyusunan konversi mata kuliah dan penilaian portofolio
kandidat yang dilakukan oleh pelaksana program sehingga
menambah beban pekerjaan bagi pelaksana program

Banyaknya komplain dari kandidat yang telah di nilai konversi dan
PPKHBnya namun hasilnya tidak sesuai yang diharapkan oleh
kandidat karena berbeda dengan milik kandidat lainnya, sehingga
pekerjaan penilaian konversi dan PPKHB merupakan pekerjaan yang

tidak pernah selesai bagi pengelola program.
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c. Anggapan penilaian konversi dan PPKHB bagi kandidat mengandung
unsur subyektifitas sehingga mahasiswa merasa dirugikan sehingga
program tersebut menjadi sepi peminat.

d. Struktur program mata kuliah yang diikuti oleh para peserta yang
berbeda-beda sehingga  menyulitkan  penyusunan  jadual

perkuliahan bagi pengelola program/ketua program studi

Sementara dari pengalaman penulis selama 3 tahun (2012-2015)
mengelola Program SKGJ pada salah satu LPTK yang diberi tugas untuk
menyelenggarakan program tersebut yaitu IKIP Veteran Semarang, tahap awal
pengelolaan mahasiswa program tersebut adalah penilaian portofolio
kandidat, dimana pada tahap tersebut merupakan pekerjaan yang paling
merepotkan sebab harus menilai portofolio dan dokumen-dokumen bukti fisik
semua kandidat satu persatu sebelum kandidat mengikuti perkuliahan,
seringkali pekerjaan itu tidak sesuai waktu yang ditentukan hingga kandidat
masuk perkuliahan, akibatnya kandidat tidak/ belum mengetahui berapa SKS
yang diakui dari konversi dan PPKHB serta berapa SKS yang masih harus
ditempuh selama studi bahkan matakuliah apa saja yang masih harus mereka
ikuti selama studi meski telah melaksanakan perkuliahannya. Selanjutnya
untuk menanggulangi sepinya peminat, LPTK tersebut meniadakan
persyaratan kepemilikan NUPTK terhadap kandidat program SKGJ, meski hal
tersebut merupakan pelanggaran terhadap rambu-rambu pelaksanaan
program SKGJ namun hal itu dilakukan oleh IKIP Veteran Semarang sehingga
dari pengalaman penulis kelas-kelas pada program SKGJ yang ada di IKIP
Veteran Semarang sebagian besar diikuti oleh mahasiswa yang bukan guru
dalam jabatan, kelas-kelas jenis tersebut di IKIP Veteran Semarang dikenal

sengan sebutan kelas Sepa-nyol (Separo Nyolong).
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Upaya berikutnya dalam rangka mempercepat kualifikasi akademik
dan pemenuhan jumlah guru adalah RPL yang ditetapkan melalui
Permenristekdikti nomor 26 tahun 2016. Dengan RPL tersebut harapannya
memberikan akses bagi para guru yang belum mempunyai kualifikasi
pendidikan S1 untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) melalui RPL
yaitu proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dicapai
sebelumnya baik melalui pendidikan formal, non-formal, informal atau
pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara
otodidak melalui pengalaman hidupnya.

Berdasarkan paparan diatas serta dalam upaya memberi sumbangan
pemikiran terhadap problematika guru kejuruan (SMK) dari dimensi
kualifikasi pendidikan dengan prinsip keterjangkauan dan kesetaraan dalam
memperoleh kualifikasi pendidikan bagi para guru SMK yang belum
berkualifikasi S1, maka fokus penelitian ini adalah mengembangkan model

RPL pada pendidikan guru kejuruan bidang keahlian teknik otomotif.

PENGEMBANGAN MODEL

Pengembangan adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan
terarah untuk membuat atau memperbaiki suatu produk, dengan tujuan
menjadi produk yang semakin baik dan lebih bermanfaat dalam
meningkatkan kualitas sebagai upaya menciptakan mutu yang lebih baik.
Sementara pengembangan model rekognisi pembelajaran lampau dalam
penelitian ini diartikan sebagai proses rekayasa disain konseptual sebagai
upaya peningkatan fungsi dari model RPL yang telah ada pada LPTK

sebelumnya, yakni melalui penambahan komponen RPL yang dianggap dapat
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meningkatkan kualitas pencapaian tujuan yang hendak dicapai baik tujuan
proses maupun tujuan hasil. Pengembangan model dalam penelitian ini juga
dapat diartikan sebagai upaya memperluas atau mewujudkan potensi, untuk
membawa suatu keadaan secara bertingkat kepada suatu keadaan yang lebih
lengkap, lebih besar atau lebih baik. Pengembangan model diarahkan untuk
menyempurnakan suatu model yang telah atau sedang dilaksanakan menjadi
model baru yang lebih baik sebagaimana (Adimihardja dan Hikmat, 2001:12)
bahwa “pengembangan juga meliputi kegiatan mengaktifkan sumber
memperluas kesempatan, mengakui keberhasilan, dan mengintegrasikan

kemajuan”.

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelaaran atau learning outcomes yang biasanya
disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh seseorang melalui sebuah
internalisasi baik pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, maupun
akumulasi dalam pengalaman kerja. Rumusan CP disusun dalam 4 unsur yaitu
sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan
wewenang serta tanggung jawab. Capaian pembelajaran merupakan
kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap,
keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

CP dapat difungsikani sebagai alat ukur seseorang dalam
menamatkan proses belajarnya baik yang dilakukan secara terstruktur
maupun tidak. Belmawa Kemenristekdikti (2015), capaian pembelajaran atau

learning outcomes adalah sebuah ungkapan dari tujuan pendidikan, yang
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sekaligus sebuah pernyataan tentang apa saja yang diharapkan diketahui,
dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah peserta didik
menyelesaikan waktu belajar. Istilah capaian pembelajaran atau atau learning
outcomes acapkali dipergunakan secara bergantian dengan istilah
kompetensi, walaupun kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang
berbeda baik dari segi ruang maupun lingkupnya.

Pengertian capaian pembelajaran menurut Permenristekdikti nomor
26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah
kemampuan individu yang diperolehnya melalui Pendidikan formal,
pendidikan nonformal maupun pendidikan informal. Sementara pengakuan
capaian pembelajaran atau learning outcomes guna melanjutkan pendidikan
formal merupakan pengakuan akumulasi atau learning outcomes yang
diperoleh dari pendidikan formal atau pendidikan non formal maupun
pendidikan informal dan atau pengalaman kerjanya sebagai acuan dalam
melanjutkan pada pendidikan formal yang berupa alih kredit atau transfer.

Allan (2006), menggarisbawahi bahwa banyak terminologi yang
dipergunakan dalam menjelaskan educational intent, misalnya adalah;
learning outcomes; teaching objectives; competencies; behavioural objectives;
goals; aims dan lain sebagainya. Selanjutnya Butcher (2006), menjelaskan
lebih spesifik bahwa “aims” adalah ungkapan perihal tujuan pendidikan yang
bersifat masih umum, yang menjelaskan tentang informasi kepada peserta
didik perihal tujuan pelajaran, program maupun modul dan biasanya ditulis
dan dipergunakan untuk pengajar ( dosen, guru, instruktur) dan bukan
diperuntukkan bagi peserta didik. Sebaliknya capaian pembelajaran (learning
outcomes) atau biasa di singkat CP lebih dispesifikkan pada apa yang
diharapkan dan apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik selama mengikuti

proses belajar pada kurun waktu tertentu. Sedangkan “objectives”
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cakupannya dapat meliputi proses belajar dan mengajaryang digunakan
dalam proses asesmen (penilaian) peserta didik

Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Butcher dan Highton

(2006), yang mengatakan bahwa capaian pembelajaran atau learning
outcames adalah petunjuk kemajuan belajar peserta didik yang digambarkan
secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain serta terdokumentasi
pada kerangka kualifikasi. Capaian pembelajaran atau learning outcames
wajib dibarengi dengan kriteria penilaian terhadap peserta didik dengan
tepat serta dapat dipergunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang
diharapkan dari peserta didik tercapai atau tidak. Capaian pembelajaran atau
learning outcames, merupakan kriteria penilaian terhadap peserta didik,
apakah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan atau tidaknya untuk
pemberian kredit. Gonzale'z dan Wagenaar (2005), Akumulasi dan transfer
kredit memenuhi persyaratan apabila terdapat capaian pembelajaran atau
learning outcames yang jelas dan transparan serta terukur untuk
menunjukkan secara tepat dan benar atas kredit yang diberikan. Hal ini
mempunyai makna bahwa capaian pembelajaran atau learning outcames
merupakan tujuan belajar yang diukur. Belmawa DIKTI dalam buku panduan
penyusunan capaian pembelajaran program studi (2014), menghubungkan
antara capaian pembelajaran atau learning outcames dengan standar
kompetensi lulusan atau yang disingkat (SKL) dengan penjabaran sebagai
berikut :

a. Sikap adalah ukuran perilaku yang benar dan berbudaya yang
merupakan internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang
tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses
pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian, dan/atau pengabdian

kepada masyarakat .

31



b. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau
falsafah bidang ilmu tertentu yang secara sistematis diperoleh
melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja,
penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat. Sementara
pengalaman kerja adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang
tertentu pada jangka waktu tertentu pula baik dalam bentuk
pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan maupun dalam
bentuk kegiatan lain.

c. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan
menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen,
yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian
dan/atau pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya ketrampilan
yang dimaksud dibagi menjadi dua yaitu keterampilan umum dan

keterampilan khusus.

Capaian Pembelajaran Pendidikan Formal

Deskripsi capaian pembelajaran untuk masing-masing jenjang

kualifikasi lulusan pendidikan tinggi di Indonesia terdapat dalam Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang

Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar

yaitu :

a.

Capaian pembelajaran atau learning outcames program diploma |
adalah para lulusan mempunyai kemampuan dalam melaksanakan
pekerjaan yang bersifat rutinitas, dalam memecahkan masalah yang
sudah akrab sifat maupun kontekstualnya dengan dasar kemampuan
profesional tertentu, termasuk keterampilan merencanakan,

melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggungjawab
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mandiri pada tingkat tertentu, memiliki ketrampilan manajerial, serta
mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan, dan teknologi di
dalam bidang keahliannva.

Capaian pembelajaran atau learning outcames program diploma Il
adalah para lulusan mempunyai penguasaaan dan kemampuan
melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan
masalah yang sudah akrab sifat maupun kontekstualnya secara
mandiri, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun tanggungjawab
pekerjaannya.

Capaian penbelajaran atau learning outcames program diploma Il
adalah para lulusan mempunyai dan menguasai kemampuan dalam
bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab/biasa
dengan sifat maupun kontekstualnya, yang dilakukan secara mandiri
dalam melaksanakannya maupun tanggungjawab pada pekerjaannya,
dan mempunyai kemampuan supervisi atau pengawasan serta
bimbingan atas dasar keterampilan manajerialnya.

Capaian pembelajaran atau learning outcames program diploma IV
adalah para lulusan mempunyai kemampuan dalam melaksanakan
pekerjaan yangbersifat kompleks, yang didasari pada kemampuan
professional  yaitu = merencanakan, melaksanakan  kegiatan,
memecahkan masalah dengan tanggungjawab mandiri pada tingkat
tertentu, mempunyai keterampilan manajerial serta mempunyai
kemampuan mengikuti perkembangan, pengetahuan, dan teknologi di
dalam bidang keahliannva.

Capaian pembelajaran atau learning outcames program sarjana (strata

1) adalah para lulusan memiliki kualifikasi sebagai berikut:
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1)

2)

3)

4)

Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang
keahlian tertentu sehingga mampu memahami, menjelaskan,
dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam
kawasan keahliannya;

Mempunyai kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dan
keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang
keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada
masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata
kehidupan bersama.

Mempunyai sikap dan berperilaku dalam berkarya pada bidang
keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di tengah
masyarakat;

Mempunyai kemampuan dalam mengikuti perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang merupakan

bagian keahliannya.

f. Capaian pembelajaran atau learning outcames program magister

(Strata 1l) adalah para lulusannya memiliki :

1)

2)

3)

Kemampuan dalam mengembangkan dan memutakhirkan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian melalui mekanisme
menguasai dan memahami metode, kaidah ilmiah yang disertai
keterampilan dalam penerapannya;

Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang
keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan
berdasarkan kaidah ilmiah;

Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja

profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis
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permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan
masalah atau profesi yang serupa;
g.  Capaian pembelajaran atau learning outcames program doktor (strata
IIl) adalah para lulusannya :

1) Mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu,
teknologi, dan/atau kesenian baru di dalam bidang keahliannya
melalui penelitian;

2) Mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan
mengembangkan program penelitian:

3) Mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam

berkarya di bidang keahliannya.

Capaian Pembelajaran Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal mempunyai tujuan untuk membentuk individu
sehingga mempunyai kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan
kepribadian profesional,serta mampu mengembangkan jiwa wirausaha
secara mandiri, serta mampu kompetensi untuk bekerja pada bidang tertentu,
dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik formal,
non formal maupun informal. Sementara itu, capaian pembelajaran atau
learning outcames pendidikan non formal vyaitu kemampuan kerja setiap
individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja
yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sementara itu rumusan
kemampuan kerja Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang
selanjutnya disingkat SKKNI yang didalamnya mencakup beberapa aspek yaitu
aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan/atau aspek keahlian sikap kerja

yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan .
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Capaian Pembelajaran Pendidikan Informal

The European Centre for the Development of Vocational Training atau
Cedefop (2008), menyebutkan bahwa sering kali pembelajaran informal
disebut juga sebagai "pembelajaran melalui pengalaman" atau sebagai
"pengalaman". Idenya adalah bahwa individu, berdasarkan dari
keberadaannya, secara terus-menerus berada dalam situasi belajar.
Sementara pendapat yang senada juga diutarakan oleh Werquin (2010) yang
menyebutkan bahwa belajar informal adalah belajar yang dihasilkan dari
kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan pekerjaan, keluarga atau hobby
atau kesenangan yang mana tujuan belajar dan waktu serta fasilitas
belajarnya tidak terorganisasi dan juga tidak terstruktur. Dalam banyak kasus
dan apabila ditinjau dari perspektif pembelajar, belajar informaladalah
tergolong belajar yang tidak disengaja.

Selanjutnya dari sudut pandang pengakuan, kesulitan dalam proses
pengakuan hasil pembelajaran informal adalah calon yang akan diberikan
pengakuan belum tentu sepenuhnya menyadari sifat dan ruang lingkup
pembelajaran informal yang telah mereka alami. Disamping kenyataan bahwa
hasil pembelajaran informal tidak dapat memperoleh pengakuan apapun
apabila hasil pembelajarannya jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh
evaluator atau badan penilai.

Mc Givney (1999), mendefinisikan pembelajaran informal adalah
belajar yang terjadi di luar lingkungan belajar dan timbul dari kegiatan
individu dan kelompok, pada proses ini tidak dapat diakui sebagai proses
pembelajaran karena kegiatannya tidak berbasis mata pelajaran meskipun
melalui proses yang telah direncanakan dan bahkan terstruktur, tetapi tetap
disampaikan dengan cara yang fleksibel dan informal serta dalam pengaturan

masyarakat informal.
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Berbeda halnya dengan Mc Givney, Dale dan Bell (1999),
mendefinisikan pembelajaran informal agak lebih sempit yakni sebagai proses
belajar yang berlangsung dalam konteks kerja, berkaitan dengan kinerja
seseorang pada pekerjaannya, namun tidak secara resmi diatur dalam sebuah

program atau kurikulum.

PENYETARAAN CAPAIAN PEMBELAJARAN ANTAR JALUR
PENDIDIKAN

Pengakuan capaian pembelajaran atau output learning yang diperoleh
seseorang dari pembelajaran non formal atau pembelajaran informal berfokus
pada capaian pembelajaran dan penyediaan kesempatan transfer kredit atau
lintas jalur untuk melanjutkan padajenjang pendidikan formal dengan tujuan
memiliki pengakuan dan penghargaan di pasar tenaga kerja. Fokus utama
pengakuan adalah untuk membuat capaian pembelajaran itu terlihat,
sehingga capaian pembelajaran pendidikan non formal dan pendidikan
informal dapat dilegitimasi sehingga dapat diakui pada kualifikasi yang sesuai.
Werquin (2010), Meskipun pembelajaran sering terjadi dalam kondisi formal
pada lingkungan belajar yang tertata, namun banyak pula sebenarnya
pembelajaran yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari yang
dilakukansecara informal. Dalam banyak kasus, capaian pembelajaran atau
outcome learning pendidikan informal ini diakui melalui pemberian upah
yang lebih tinggi bagi mereka yang sudah mempunyai pengalaman
Pengakuan tersebut telah membuat Nampak lebih bermanfaat bagi
masyarakat pada umumnya.

Pengakuan capaian pembelajaran pendidikan nonformal dan informal
berperan penting di sejumlah negara dengan cara menyediakan validasi

kompetensi untuk memfasilitasi akses menjadi mahasiswa pada sebuah
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pendidikan tinggi. Hal ini sering kali dilakukan melalui pembebasan mata
kuliah tertentu atau bagian dari kurikulum sebuah program studi. pendekatan
ini memungkinkan seseorang menyelesaikan pendidikan formal dengan lebih
cepat, efisien dan murah tanpa harus menempuh mata kuliah yang telah
dipahami dan dikuasainya. Kesempatan untuk pengakuan capaian
pembelajaran pendidikan nonformal dan informal juga dapat membuat
seseorang tertarik untuk terlibat dalam kegiatan belajar secara mandiri.
penyetaraan dan pengakuan capaian pembelajaran antar jalur pendidikan
dapat dilakukan dengan adanya KKNI yang merupakan penjenjangan capaian
pembelajaran atau outcome learning yang menyetarakan luaran bidang
pendidikan formal, non-formal, informal, atau pengalaman kerja dalam
rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan
diberbagai .

Selanjutnya, PP No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan, pasal 115 ayat (1), menyatakan bahwa hasil
pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal
setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional pendidikan
oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai
kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Sementara itu, pada pasal 117 ayat (1), menjelaskan
bahwa hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil
pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang
memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh
pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya penyetaraan capaian pembelajaran dengan tujuan

penyetaraan menurut Permenristekdikti No.26 tahun 2016 tentang Rekognisi
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Pembelajaran Lampau merupakan akumulasi CP vyang diperoleh dari
pendidikan formal, atau pendidikan nonformal atau informal dan atau
pengalaman kerja pada jenjang kualifikasi untuk bekerja. Serta pengakuan CP
untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu yang ditetapkan tetapkan oleh
perguruan tinggi dan dapat bekerjasama dengan organisasi profesi dan atau
pihak lain yang diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi. Selanjutnya pendapat tentang manfaat pengakuan capaian
pembelajaran atau outcome learning salah satunya berdapat dari Werquin
(2010), yang menjelaskan terdapat beberapa manfaat dari pengakuan
capaian pembelajaran atau outcome learning pendidikan nonformal dan
informal yaitu (1) Pengakuan capaian pembelajaran atau outcome learning
pendidikan nonformal dan informal bermanfaat untuk belajar lanjut pada
jalur pendidikan formal (2) Pengakuan capaian pembelajaran atau outcome
learning  nonformal dan informal  bermanfaat dalam  bursa
ketenagakerjaan.serta (3) Pengakuan capaian pembelajaran atau outcome

learning memperbaiki kesetaraan.
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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BAB I

MODEL REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU

KERANGKA BERFIKIR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PENDIDIKAN KEJURUAN

Permasalahan mendasar tentang guru kejuruan di Indonesia, adalah
menyangkut jumlah, distribusi, relevansi, dan kualitas. dimana jumlah guru
SMK di Indonesia sebanyak pada tahun 2016/2017 sebanyak 260.694 orang
peningkatan tiap tahunnya sebesar kurang lebih 5% disatu sisi pertumbuhan
jumlah SMK tumbuh sebesar 18,9% dalam setiap tahunnya, hal ini sejalan
dengan peningkatan animo pendaftar dan siswa yang diterima (siswa baru)
pada sekolah menengah kejuruan baik negeri maupun swasta sebesar 11,7%
setiap tahunnya. Sehingga perbandingan antara peningkatan jumlah guru,
sekolah adalah tidak sebanding sehingga kekurangan jumlah guru di Indonesia
terus mengalami ketidak sebandingan. Di sisi lain dari jumlah guru SMK yang
ada sekarang ini terdapat dua jenis guru yakni normatif, adaptif sebesar 78%
sementara guru produktif hanya sekitar 22,3% saja. Sedangkan jumlah guru

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang belum berkualifikasi S1 vyaitu



sebanyak 7,8%. Karena kurangnya guru produktif pada SMK, maka banyak
sekolah-sekolah yang merekrut guru produktifnya dari lulusan DIll/politeknik
meskipun hal tersebut tidak sesuai ketentuan yang ada yaitu UU No. 14 tahun
2005 tentang guru dan dosen yang mana disebutkan bahwa kualifikasi
akademik untuk guru adalah minimal S1/DIV namun hal tersebut masih
dilakukan karena kebayakan dari para lulusan DIll/politeknik tersebut telah
mempunyai tingkat pengalaman kerja di dunia usaha /industri meskipun
belum mempunyai pengalaman pedagogic sebab meraka tidak mendapatkan

matakuliah pedagogic saat mereka studi.

Upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka pemenuhan jumlah
guru termasuk guru kejuruan dalam mempercepat kualifikasi akademik salah
satunya salah satunya adalah melalui PPKHB, pada program SKGJ namun
program tersebut terkendala banyaknya LPTK yang tidak menyelenggarakan
program karena susahnya penyusunan konversi mata kuliah dan penilaian
portofolio PPKHB kandidat/calon mahasiswa yang dilakukan oleh pelaksana
program/ketua program studi sehingga menambah beban pekerjaan bagi
pelaksana program/ketua program studi padahal apabila diklasifikasikan jenis
mahasiswa tersebut adalah jenis mahasiswa transfer/lintas jalur maka
sebelum mereka melakukan registrasi wajib terlebih dahulu melakukan
konversi matakuliah sehingga mereka akan mengetahui berapa SKS yang
diakui dari program studi asal serta mengetahui jumlah SKS berikut jenis
matakuliah yang mesti masih ditempuh pada program studi baru saat mereka

melakukan registrasi kemahasiswaan.

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengembangan model rekognisi
pembelajaran lampau pada pendidikan guru kejuruan yang dikhususkan pada

guru SMK dimana media yang digunakan pada rekognisi pembelajaran lampau
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pada pendidikan guru kejuruan ini adalah media online yang bertujuan
membantu penyusunan konversi mata kuliah dan perhitungan rekognisi
pengalaman kerja dan pembelajaran lampau yang berbasis portofolio yang
dilakukan secara online melalui www.repela.org. Dimana model rekognisi
pembelajaran lampau dengan basic open source tersebut merupakan alat
bantu dalam pengakuan dan penyusunan rekognisi pengalaman bagi kandidat,
dan bagi pengelola program studi sehingga mengurangi waktu pengerjaan dan
menghindari penyusunan yang bersifat subyektifitas sehingga dengan
menggunakan model RPL online ini para kandidat transfer/alih jalur
mengetahui kepastian berapa SKS yang diakui dari transkip ijazah dari
perguruan tinggi asal dan SKS hasil pengakuan/rekognisi pengalaman serta
mengetahui matakuliah apa saja yang masih harus ditempuh pada program
studi yang dituju sebelum mereka mengikuti perkuliahan. Hasil yang
diharapkan dari penelitian pengembangan ini adalah 1). Terpenuhinya
kualifikasi akademik bagi para guru SMK dengan prinsip keterjangkauan bagi
yang belum berkualifikasi S1 kependidikan melalui RPL, 2). Termotivasinya
LPTK untuk menerima mahasiswa transfer/LJ yang berbasis ijazah
DIll/Politeknik melalui RPL karena pada proses penyusunan konversi
matakuliah dan perhitungan rekognisi pembelajaran lampau sudah tidak
merupakan beban bagi para pengelola program studi, sedangkan harapan
jangka panjang terhadap hasil penelitian pengembangan model pendidikan
guru kejuruan melalui RPL ini adalah berkurangnya angka kekurangan guru
produktif melalui tahapan RPL pada pendidikan guru kejuruan. Untuk lebih
jelasnya skema kerangka pikir dan skema penyusunan instrument dapat

diilustrasikan pada gambar berikut.
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Permasalahan:

1. Terus bertambahnya jumlah SMK baru seiring
terus bertambahnya animo pendaftar yang
diterima pada SMK vyang tidak diiringi oleh
bertambahnya jumlah guru kejuruan sehingga
kekurangan guru SMK terus berlangsung.

2. Rumitnya penyusunan dan penilaian
pengakuan pengalaman kerja dan
pembelajaran Lampau kandidat mahasiswa
jalur transfer/lintas jalur sehingga LPTK
cenderung menghindari menerima mahasiswa
jenis ini.

Efek dari permasalahan

1. Banyaknya guru SMK yang tidak
memenuhi persyaratan akademik
karena masih belum berkualifikasi
sarjana (S1).

2. Banyaknya guru SMK yang
direkrut dari lulusan DIll/politeknik
namun telah mempunyai
pengalaman industri

1 !

Tindak Lanjut:

Model rekognisi pembelajaran lampau (RPL)
berbasis open source pada pendidikan guru
kejuruan yang dilaksanakan dengan proses
konversi  matakuliah  dan  perhitungan
Rekognisi pengalaman kerja dan Pembelajaran
Lampau melalui website.

5 B

Solusi :

1. Perlu dicarikan alternatif model
rekognisi  pembelajaran  lampau
pada pendidikan guru kejuruan

2. Perlu teknologi dalam penyusunan
dan penilaian Rekognisi
Pembelajaran Lampau untuk
membantu menyusun h dan menilai
dokumen portofolio RPL
kandidat/calon mahasiswa

Hasil Yang diharapkan:
1. Keterlaksanaan model RPL pada pendidikan
guru kejuruan di Indonesia
2. Terpenuhinya kualifikasi akademik bagi para
guru SMK dari lulusan politeknik/DIll dengan
prinsip keterjangkauan dan kesetaraan dalam
memperoleh kualifikasi pendidikan melalui RPL
3. Termotivasinya LPTK untuk menerima
mahasiswa transfer/LJ melalui proses RPL

Dampak ke depan:
1. Berkurangnya angka kekurangan
guru Produktif SMK di Indonesia
2.Pemanfaatan tenaga ahli
industri sebagai guru produktif
SMK melalui model Rekognisi
Pembelajaran Lampau (RPL)
pada pendidikan guru kejuruan

Gambar 1. Skema kerangka berfikir




KONSEP DASAR RPL

Pemahaman tentang konsep dasar RPL membutuhkan pemahaman
dari asal-usul teoretisnya. Harris (2000) menyoroti pentingnya memahami
dasar-dasar teoretis RPL dan posisi kontekstualnya dalam perkembangan
pendidikan. Menurut Harris  (2000:19) pengetahuan dapat diperoleh
seseorang melalui dua mode. Mode yang pertama adalah pengetahuan yang
diperoleh seseorang melalui pembelajaran yang dilakukan seseorang secara
terstruktur, disiplin serta dalam waktu yang lama. Mode yang kedua adalah
pengetahuan yang diperoleh seseorang melalui pengalaman, yang dihasilkan
melalui lingkungan yang nyata. Pengetahuan jenis ini timbul melalui
pengalaman seseorang dalam pemecahan masalah dan refleksi yang
mengarah pada pembelajaran. Mode pengetahuan ini relevan dengan teori
konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan individu adalah
konstruksi (bentukan) dari diri sendiri (Matthews :1997). Pengetahuan adalah
suatu konstruksi (bentukan) dari kegiatan atau tindakan seseorang.
Pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari proses
pengalaman seseorang yang dilakukan secara terus menerus bersama dengan
pemahaman-pemahaman baru. Lebih jauh Mudjiman (2007)
menggarisbawahi bahwa teori konstruktivistik berisi cara menerima
pembelajaran dan menyimpannya dengan prinsip penemuan baru.
Menurutnya Konstruktivisme memandang pembelajaran sebagai pengalaman
pribadi,. Selama pengalaman seseorang membangun atau
'mengkonstruksikan' maknanya sendiri dari pengalamannya.

Selanjutnya apabila belajar diartikan sebagai upaya membangun
pengetahuan atau “Knowledge building”, maka pendapat tersebut dapat
dihubungkan dengan teori pengalaman belajar dari Kolb yang beraliran

humanistik dimana teori Kolb cenderung lebih mementingkan isi yang
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dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Dalam teorinya, Kolb
mendefinisikan belajar sebagai proses dimana pengetahuan diciptakan
melalui transformasi pengalaman. Pengetahuan dianggap sebagai perpaduan
antara memahami dan mentransformasi pengalaman. Selanjutnya Kolb
(1975) membagi tahapan menuju proses belajar menjadi empat tahap, yaitu

sebagai berikut :

Concrete experimee

1 o)

Active - Reflection
ctive Dolsg 'I eflec

Experimentalization

B

L

aching ,
= Observation

—

Thinking Ii

Abstrac Conceptualization

Gambar 2 . Tahapan Belajar menurut Teori Kolb

Dari gambar 2 dapat dijelaskan bahwa pada tahap pertama yaitu tahap
pengalaman konkrit (Concrete Experience) merupakan tahap paling awal,
yakni seseorang mengalami sesuatu peristiwa sebagaimana adanya (hanya
merasakan, melihat, dan menceritakan kembali peristiwa itu). Dalam tahap ini
seseorang belum memiliki kesadaran tentang hakikat peristiwa tersebut, apa
yang sesungguhnya terjadi, dan mengapa hal itu terjadi. Tahap kedua adalah
tahap pengalaman aktif dan reflektif (Reflection Observation) Pada tahap ini

sudah ada observasi terhadap peristiwa yang dialami, mencari jawaban,
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melaksanakan refleksi, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana
peristiwa terjadi, dan mengapa terjadi. Tahap ketiga adalah tahap
konseptualisasi (abstract conseptualization) Pada tahap ini seseorang sudah
berupaya membuat sebuah abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep,
prosedur tentang sesuatu yang sedang menjadi objek perhatian dan tahap
keempat adalah tahap eksperimentasi aktif (active experimentation) Pada
tahap ini sudah ada upaya melakukan eksperimen secara aktif, dan mampu
mengaplikasikan konsep, teori ke dalam situasi nyata.

Moore (2002:295) setelah menyelesaikan semua tahapan belajar
diatas, seseorang dapat belajar dan memahami apa yang terjadi. Harris
(2000) membuat hubungan lebih lanjut antara teori sosial Bourdieu dan RPL.
Bourdieu (1986), masyarakat terdiri dari bidang sosial, di mana suksesnya
pengembangan individu dalam hierarki sosial ditentukan oleh modal yang
dipegang oleh individu tersebut atau kelompok pada bidangnya. Harris
(2000) menyarankan penerapan teori Bourdieu dalam pendidikan tinggi dapat
dilihat sebagai bidang sosial dan RPL sebagai bagian yang diajukan dalam
bidang sosial tersebut. Dalam konteks teori ini, RPL memainkan peran penting

dalam menyediakan akses “Modal” dalam bentuk kualifikasi.

PRINSIP RPL

Prinsip pelaksanaan  RPL adalah identik dengan prinsip yang
mendasari KKNI secara keseluruhan vyaitu: transparansi, akuntabilitas,
keadilan, obyektivitas, keterandalan dan keefektifan (atau sesuai dengan
tujuan), efisiensi dan keterjangkauan. Namun alasan diperkenalkannya RPL
diantaranya adalah reformasi pendidikan, kepedulian ekonomi dan/atau

pemberdayaan tenaga kerja. Namun demikian pendekatan terhadap RPL

47



antara satu negara dengan negara yang lain masih sangat bervariasi. Contoh
kasus di Indonesia, lingkungan sosial dan ekonomi sangat mempengaruhi
pelaksanaan dan tujuan bahkan sistem RPL. Di dalam aplikasi praktis dari
tahapan pengembangan RPL di Indonesia menurut education sector analytical
and capacity development partnership (2016) terdapat beberapa kriteria yaitu
(1) Kemampuan untuk memahami persyaratan regulasi yang lengkap yang
berkaitan dengan masuknya RPL ataupun prosedur penilaian untuk
merencanakan prospektus karir dan program pengembangan kualifikasi di
masa mendatang, (2) kevalidan dokumentasi bukti yang relevan sesuai
dengan kompetensi pengalaman kerja dan pembelajaran lampau yang telah
diperoleh, (3) Penilaian kapasitas yang sesuai dengan pengetahuan dan
ketrampilan, sehingga level kualifikasi dan volume pembelajaran yang telah
diperoleh sesuai dengan nilai yang didapatkannya.

Tidak adanya batasan yang menyangkut jenis dan mekanisme
pengalaman kerja itu diperoleh atau dicapai seseorang selama pengetahuan
dan ketrampilan yang diperoleh tersebut dapat divalidasi berdasarkan
kerangka kualifikasi yang sesuai, sebab prinsip utama RPL adalah fokus pada
capaian atau keluaran dan tidak kepada bagaimana, kapan atau dimana
pembelajaran terjadi. Karena RPL berkaitan dengan pemberian nilai atau
penghargaan atas pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh
seseorang, baik yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal atau
informal yang didasarkan pada tingkat pencapaian karir seseorang di tempat
kerja, pelatihan berbasis profesi atau kompetensi; pengalaman hidup
seseorang atau hasil usaha karena bakatnya. Dikarenakan proses rekognisi
didasarkan atas kerangka kualifikasi, maka RPL dapat menginspirasi

pendidikan formal untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan, seperti
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misalkan akses masuk yang lebih luas dan fleksibel, dan pembuatan prosedur
pembebasan dari mengikuti modul ataupun mata kuliah.

RPL harus mengikuti proses pendidikan formal, mencakup sertifikasi
dan penghargaan yang resmi, program pengembangan pendidikan atau
pelatihan, prosedur asesmen dan penjaminanan mutu. Meskipun istilah
formal, non-formal dan informal digunakan secara terpisah, dalam prakteknya
proses pembelajaran ini seringkali saling berkaitan dalam sistem pendidikan
misalnya pembelajaran non-formal dapat mengarah pada kualifikasi
seseorang, khususnya di suatu Negara yang memberi sertifikat untuk segala
macam pembelajaran. Usaha untuk menjadikan pembelajaran nonformal dan
informal dapat mengarah kepada bentuk rekognisi atau pengakuan
dibandingkan dengan rekognisi di dalam sistem formal.

Selanjutnya relevansi terhadap rekognisi dengan validasi biasanya
didefinisikan sebagai proses pemberian status resmi untuk capaian
pembelajaran dan/atau kompetensi, yang mengarah pada pengakuan di
masyarakat.  Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD) mempertahankan istilah ‘rekognisi’ pada pembelajaran informal dan
nonformal dengan mengacu kepada proses pengumpulan dan penilaian bukti-
bukti dalam menetapkan pembelajaran dengan memperhatikan capaian
pembelajaran sesuai dengan standar dan kualifikasi sebagaimana dinyatakan

di dalam KKNI.

IDENTIFIKASI TINGKAT PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN
PEMBELAJARAN LAMPAU

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan ketrampilan dari kandidat
diperlukan instrumen asesmen. The European Centre for the Development of

Vocational Training atau CEDEFOP dalam European Guidelines for Validating

49



Non-Formal dan Informal (2009:59), merekomendasi kriteria untuk

mengevaluasi instrumen asesmen yaitu :

a.

Validitas (validity): instrumen harus mengukur apa yang memang ingin
diukur;

Keterandalan (reliability): seberapa jauh hasil yang sama dapat diperoleh
setiap kali kandidat dinilai dalam kondisi yang sama;

Keadilan (fairness): seberapa jauh hasil keputusan penilaian bebas dari
bias (bias ketergantungan kepada konteks, bias karena budaya dan
asesor);

Cakupan kognitif (cognitive range): apakah instrumen memungkinkan
asesor untuk menilai seberapa luas dan dalamkah pembelajaran seorang
kandidat; dan

Sesuai dengan tujuan asesmen (fitness for purpose of the assessment):
memastikan tujuan instrumen penilaian cocok atau sesuai dengan
kegunaan yang memang dimaksudkan untuk instrumen tersebut .

Van Rooy (2002:78), mengatakan Asesmen pembelajaran lampau

seringkali memiliki banyak bentuk dengan tujuan untuk mendapat sertifikat

seringkali melibatkan kombinasi beberapa metode. Sebagaimana ditunjukkan

di gambar berikut ini.
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Gambar 3. Metode penilaian individual & formal menurut Van Rooy (2002:78)
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Sementara menurut The European Centre for the Development of
Vocational Training atau Cedefop (2009) dalam Desain RPL 2016
merekomendasi metode assessmen yang dapat digunakan di Indonesia
terdapat delapan metode yaitu :

a. Tes dan Ujian: Tes yang terstandarisasi berguna bilamana ada kurikulum
yang seragam di tingkat nasional, yang mendukung hasil tes antar
institusi. Dikarenakan tes yang terstandar juga tidak dapat memfasilitasi
adanya pengakuan kompetensi lintas disiplin, metode ini lebih cocok lagi
apabila terdapat satu disiplin ilmu yang jelas yang akan dimasuki oleh
seorang kandidat. Tes dapat dilaksanakan secara lisan ataupun tertulis.
Tes dapat dilakukan dengan biaya yang relatif rendah dan dirasa cukup
adil/tidak bias karena ujian cukup banyak digunakan. Ujian berbeda
dengan tes sebagaimana diaplikasikan secara luas dan dijalankan oleh
proses penjaminan mutu yang mengatur pelaksanaan dari ujian dan
asesmennya. Ujian berguna apabila kandidat tidak memiliki cukup
dokumentasi sebagai bukti tetapi memiliki modalpengetahuan dan
ketrampilan akademik untuk mengikuti ujian formal. Tidak seperti tes
yang terstandarisasi, materi ujian dan instrumen untuk evaluasi yang
digunakan dalam ujian ini berbeda, baik antar institusi maupun dalam
institusi itu sendiri. Hingga saat ujian dianggap metode yang transparan
dan memerlukan biaya relatif sedikit dalam menilai pembelajaran
lampau.

b. Pernyataan: untuk menyatakan pembelajaran kandidat memberikan
pernyataan berupa bukti tertulis, sesuai dengan kriteria yang dirancang

dalam asesmen. Pernyataan ini dapat menunjukkan ketrampilan kandidat
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dalam berkomunikasi dan refleksi analitis yang didukung oleh instrumen
tambahan demi tercapainya asesmen yang lebih obyektif.

Wawancara: wawancara dalam rangka asesmen dapat berguna apabila
kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis, yang diperlukan
untuk asesmen formal, tidak cukup memadai. Meskipun untuk melakukan
tes ini diperlukan investasi yang cukup banyak, dalam hal pelatihan bagi
asesor dan juga waktu yang diperlukan, wawancara dianggap pendekatan
yang tidak terlalu mengintimidasi pembelajar. Menurut Carrigan &
Downes (2009), ulasan dunia internasional khususnya sesuai untuk
pembelajar yang dalam hal ini berlatar belakang kaum marjinal, yang
mungkin saja tersisihkan dari proses asesmen yang diadakan oleh
institusi. Untuk mencegahnya wawancara seringkali disertai dengan
instrumen penilaian lain agar proses penilaian dapat lebih seksama.
Observasi: observasi menyangkut penilaian perilaku serta ketrampilan
kandidat dalam kondisi tertentu. Observasi dapat dilaksanakan oleh pihak
ketiga dengan berdasarkan kriteria asesmen yang telah ditentukan
sebelumnya. Meskipun observasi terkadang memerlukan biaya yang
cukup besar serta waktu yang banyak, namun metode ini dapat
memberikan manfaat yang cukup banyak bila digunakan di lingkungan
kerja.

Simulasi: simulasi cocok untuk asesmen ketrampilan yang sifatnya
kompleks dikarenakan kandidat dapat menunjukkan ketrampilannya di
dalam model simulasi sesuai dengan situasi di dunia nyata. Simulasi
merupakan metode yang populer, akan tetapi memerlukan biaya yang
cukup besar dalam pelaksanaannya dan membutuhkan kriteria asesmen
yang jelas. Ada beberapa variasi yang bisa dilakukan dalam metode ini

seperti demonstrasi ketrampilan melalui pelaporan secara lisan.
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Portofolio: penyusunan portofolio bisa bermanfaat apabila kandidat
memiliki kemampuan yang cukup untuk mendokumentasikan bukti-bukti
pengalaman belajar mereka. Akan tetapi, pada tahap awal kandidat
memerlukan sedikit bantuan untuk memperlihatkan pembelajaran
mereka dan menyusunnya dalam portofolio. Di Eropa telah memberikan
perhatian lebih pada pengembangan asesmen dengan menggunakan
portofolio untuk tujuan formatif, seperti menciptakan langkah-langkah
dalam pengembangan karir di suatu sektor ataupun organisasi.
Presentasi: presentasi cocok untuk kandidat yang memiliki kemampuan
analitikal dan komunikasi yang kuat. Kandidat akan diminta untuk
menyajikan presentasi formal di depan panel ahli, dan karenanya juga
harus mampu menunjukkan kemampuan dalam penyajian dan
berkomunikasi dengan jelas.

Debat: para kandidat berpartisipasi dalam proses debat untuk
‘membuktikan kemampuan mereka dalam mempertahankan suatu
argumen dan juga untuk menunjukkan kedalaman pengetahuan mereka
tentang subyek perdebatan. CEDEFOP (2009:60) debat menciptakan
kesempatan yang bagus untuk mengevaluasi kemampuan sosial dan
komunikasi para kandidat.

Proses mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang

dimiliki kandidat saat ini dapat menjadi landasan yang penting dalam

menyusun keseluruhan tujuan pembelajaran. Hal ini mengikuti prinsip bahwa

pembelajaran orang dewasa akan terpenuhi dengan baik apabila berorientasi

pada tujuan. Namun demikian, menjembatani kesenjangan antara teori dan

praktek dalam pembelajaran orang dewasa memerlukan perhatian seksama

akan sosial konteks si kandidat dan kesiapan mereka untuk belajar.
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Dikarenakan proses mengidentifikasi ketrampilan yang dimiliki oleh
seorang kandidat merupakan proses yang membutuhkan waktu yang tidak
sedikit, maka akan lebih berhasil untuk melakukan hal tersebut dalam
kelompok. Seorang fasilitator dapat mengerjakan serangkaian pertanyaan
dalam rangka membantu para pembelajar di dalam kelompok
mengidentifikasi dan merefleksikan bagaimana mereka menggunakan
ketrampilan khusus mereka dan apa yang telah mereka pelajari dari

pengalaman.

MEKANISME RPL PADA PENDIDIKAN GURU KEJURUAN

Mekanisme RPL pada pendidikan tinggi adalah mengacu pada tata
cara penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau yaitu (1) RPL dilakukan
hanya dalam konteks meningkatkan kualitas dan relevansi LPTK (2)
Penyelenggaraan RPL harus dengan sistem penjaminan mutu yang baik (3)
Seluruh proses dan output RPL harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan
Tinggi. Oleh karena itu, LPTK penyelenggara perlu memberikan informasi yang
benar serta dapat menunjukkan kesiapan dan akuntabilitas sebagai
penyelenggara RPL, berupa capaian pembelajaran dan keterkaitan yang jelas
antara mata kuliah dalam bentuk peta keterkaitan mata kuliah dengan
capaian pembelajaran. (4) Informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh
pemohon tentang proses dan mekanisme RPL serta proses asesmen yang
akan ditempuh oleh kandidat (5) Prosedur operasional penyelenggaraan RPL
yang meliputi proses seleksi, asesmen, pengakuan, pembelajaran, serta
pembiayaan.

Selanjutnya pada tataran implementasi rekognisi pembelajaran

lampau dikenal Skema proses RPL yang terdiri dari i dua (2) tipe yaitu :
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Tipe Ai: adalah tipe RPL dari hasil belajar pendidikan formal di
perguruan tinggi sebelumnya dengan skema LPTK PTK melakukan
evaluasi transkrip dan silabus. Dengan berpedoman pada penjaminan
mutu yang meliputi input, proses, output, dan outcomes Secara

keseluruhan, proses ini dinyatakan pada Tabel 2. berikut:

Table 2. Skema proses RPL bersumber dari pendidikan formal

RPL Tipe A1 Sumber Hasil Metode Hasil Rekognisi Output
belajar Rekognisi
sebelumnya

RPL Pendidikan Alih kredit SK pengakuan | ijazah
Pendidikan formal di PT | atau transfer | alih kredit
Formal l[ain melalui kredit [transfer

evaluasi kredit

transkip nilai

dan silabus

Sumber: Dirjen Belmawa, Kemenristek Dikti 2017

b)

Tipe A; adalah tipe RPL dari pendidikan nonformal dan informal, serta
pengalaman kerja kandidat yang dilakukan dalam dua tahap vyaitu
asesmen/penilaian dan rekognisi. Pada ini terhadap hasil belajar yang
berasal dari pendidikan nonformal dan informal serta pengalaman kerja
untuk melanjutkan studi di PT (Tipe A2) ini, kandidat harus proaktif
melakukan penilaian yang bersifat mandiri terhadap kemampuan yang
dimilikinya terhadap capaian pembelajaran, khususnya pada domain
keterampilan khusus. Selanjutnya kandidat memperoleh sebuah surat
pernyataan pengakuan sejumlah SKS dari PT yang ingin dituju. Setelah
mendapat pengakuan, kandidat dapat melanjutkan pendidikannya pada
PT yang tuju serta apabila kandidat dapat menyelesaikan pendidikan
tersebut, kandidat akan memperoleh ljazah. Gambaran skema proses

RPL tipe A2 tersaji pada Tabel 3 berikut :
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Table 3. Skema proses RPL bersumber dari beberapa pendidikan sebelumnya

RPL Tipe Sumber hasil Metode Hasil Output
Az belajar Rekognisi Rekognisi
sebelumnya
RPL dari Pendidikan Asesmen SK jumlah ljazah
pendidikan nonformal dan SKS dan
nonformal dan daninformal | Rekognisi | mata kuliah
informal serta serta yang diakui
pengalaman kerja | pengalaman
kerja

Sumber : Dirjen Belmawa, Kemenristekdikti 2017
Secara skematis mekanisme RPL hasil belajar baik yang bersal dari
pendidikan formal dan pendidikan nonformal serta pendidikan informal
dan/atau pengalaman kerja guna melanjutkan studi pada PT termasuk

pada pendidikan guru kejuruan dapat digambarkan pada gambar 4

sebagai berikut.

A; | RPL Pendidikan Formal Ao RPL Pendidikan_ nonformal dan
penaalaman keria

v v

Alih/transfer Kredit

Asesmen dan Rekognisi

PT melakukan asesmen dan validasi
portofolio serta dokumentasi kandidat

v

PT menetapkan jumlah SKS/mata kuliah
yang dibebaskan dan yang harus
ditempuh oleh pemohon

v

Mengikuti pendidikan formal pada PT
dan prodi yang terkait

v

liazah

Gambar 4. Mekanisme RPL di Perguruan Tinggi
(Sumber: Dirjen Belmawa Kemenristekdikti 2017)
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PENILAIAN DAN MODEL RPL

Penilaian dalam RPL adalah proses utama dimana pada proses
tersebut terdapat beberapa langkah serta prosedur pelaksanaannya. Tidak
semua negara menggunakan metode penilaian RPL yang sama. Prancis,
misalnya menggunakan metode deklaratif (Paulet:2013). Metode portofolio
juga banyak digunakan. Portofolio merupakan kumpulan bukti yang disiapkan
kandidat dalam mendukung mereka dalam memenuhi keterampilan yang
diperlukan dan kompetensi dari kualifikasi formal. Sifat bukti yang
direkomendasikan oleh berbagai negara dan lembaga pembangunan
termasuk sertifikat dan penghargaan; surat rekomendasi; sampel kerja; video
dan atau foto aktivitas kerja; keterampilan logbook; Rincian dari pelatihan
formal, catatan seminar, konferensi dan lokakarya diikuti; melanjutkan dan
penilaian kinerja; testimonial dari tempat bekerja saat ini maupun
sebelumnya; serta deskripsi pekerjaan.

Harrison (2005), penilaian dalam RPL berarti proses penilaian yang
membawa berbagai metode evaluasi yang membantu kandidat dalam
mentransfer, menjelaskan dan menampilkan pengetahuan yang diusulkan
sehingga pengetahuan tersebut mencapai satu tingkat standar. Paulet (2013)
mengatakan, tujuan dari penilaian dalam RPL tidak hanya untuk penghargaan
kualifikasi tetapi juga untuk mengarahkan kemajuan individu secara
professional dari kandidat. Menurut UNESCO (2012), terdapat beberapa
prinsip yang digunakan dalam penilaian RPL vyaitu (1) Handal dan konsisten
artinya adalah berbagai penilai menggunakan alat penilaian dan metode yang
sama serta memperoleh nilai yang sama (2) Transparan artinya kandidat,
asesor/penilai dan moderator menyadari alat penilaian dan metode serta
standar (3) Fleksibel artinya kebutuhan kandidat diperhitungkan baik dari

aspek waktu, tempat maupun metode (4) Terkelola dan dapat dicapai artinya
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penilaian RPL dalam waktu dan sumber daya yang telah tersedia (5) Adil
artinya memungkinkan untuk banding khususnya dari pihak kandidat.

Smith (2004), menunjukkan bahwa ada dua dimensi dalam penilaian
RPL. Hal ini yang menyebabkan hambatan untuk pengembangan RPL, yang
pertama penilaian berkisar dari pertimbangan kinerja secara aktual dari satu
evaluasi atau lebih modus pengambilan keputusan berdasarkan tingkat
profesionalitas asesor, kedua, tidak jauh berbeda dari yang pertama adalah
disebut 'fokus penilaian'. Ini berkisar dari rincian penilaian dari berbagai
elemen yang diperlukan untuk pendekatan kompetensi secara menyeluruh
yang mengambil pandangan terintegrasi pada saat menilai.

Berbagai model Recognition of Prior Learning disajikan dalam literatur
internasional (Butterworth, 1992; Trowler, 1996; Harris, 1999). Model ini
disusun oleh Cameron dan Miller (2004) dan disempurnakan oleh Cameron
(2006) disajikan pada Tabel 4. banyak kontributor melihat model sebagai
diposisikan antara dua kutub kontinum. di satu sisi adalah Bukti/model Kredit
pertukaran dan pada lain Developmental /Pemberdayaan model. model
dominan RPL di Australia adalah model credentialing (Wheelahan et al.,
2003:29) Cameron (2006:121) mengkritik model ini, dengan alasan bahwa itu
membatasi. Model ini memiliki peran yang berharga dan layak namun dibatasi
oleh aplikasi. model sesuai keadaan, yang difokuskan pada program studi
tertentu, di lembaga tertentu, pada titik tertentu dalam waktu untuk
pemohon individu. Kita perlu untuk memperluas kemungkinan pengakuan
untuk mencakup fitur dari model pembangunan. Pendekatan dan model yang
tidak dibatasi oleh hubungan langsung untuk penilaian atau kredit valuta

tetapi terfokus pada pelajar dan proses pembelajaran.
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HUBUNGAN ANTARA RPL DAN KKNI

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau yang disingkat KKNI
merupakan arah kesesuaian (suitability) dan kesetaraan (equality) antara
sistem pendidikan nasional (national education system) dan sistem pelatihan
kerja nasional (national job training system) serta sistem penilaian kesetaraan
capaian pembelajaran nasional (national system for assessing the equality of
learning outcomes). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah
sebuah framework dalam memberikan jenjang pada kualifikasi sumber daya
manusia Indonesia melalui menyetarakan dan  menyandingkan, serta
mengintegrasikan bidang pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dalam
skema pengakuan kemampuan kerja (work ability) dengan struktur di
berbagai bidang pekerjaan. Fungsi keberadaan KKNI dapat sebagai rujukan
dalam proses penyetaraan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui
pendidikan formal, informal, dan nonformal dengan kompetensi kerja yang
dicapai melalui pengalaman kerja (work experience) maupun proses pelatihan
(training). Secara skematik, pencapaian setiap jenjang atau peningkatan ke

jenjang yang lebih tinggi pada KKNI tersaji pada gambar 4.
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Gambar 5. Penyetaraan jalur pendidikan dalam KKNI
(Sumber : Paradigma capaian pembelajaran Ristekdikti dok 005)

Pada Gambar 5 tersebut diatas mengilustrasikan terdapat empat
laluan dalam penyetaraan jalur pendidikan dalam KKNI yaitu pendidikan
formal (formal education), pengembangan profesi (professional development),
peningkatan karier (career advancement) di dunia kerja, serta laluan berupa
akumulasi pengalaman individual (experiences base) untuk mencapai jenjang
kualifikasi tertentu. laluan pengembangan profesi dapat pula dilakukan
melalui pendidikan formal, pelatihan, dan/ atau akumulasi pengalaman.
Dengan pendekatan tersebut, KKNI menjadi rujukan terhadap pengembangan
sumber daya manusia di Indonesia baik pada lingkungan kerjanya,
masyarakat luas, maupun seseorang dalam merencanakan dan
mengembangkan kariernya. Selanjutnya pada sektor pendidikan formal pada

tingkat pendidikan tinggi agar kemampuan lulusannya dapat sesuai dengan
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kualifikasi pada salah satu jenjang dalam KKNI sehingga para lulusannya
mempunyai kesetaraan dengan jenjang karier di dunia kerja maka perguruan
tinggi tersebut dapat memanfaatkan KKNI sebagai rujukan dalam
merencanakan kurikulumnya. Untuk mengetahui sistem pengakuan capaian
pembelajaran melalui RPL yang dapat dijadikan rujukan oleh pendidikan tinggi
tersaji pada tabel 4 sebagai berikut :

Table 4. Skema pengakuan capaian pembelajaran melalui RPL

No Basic ljazah + RPL Setara

1. Strata 1 + RPL Profesi, Strata Il (Terapan)
Diploma 1V/Strata 1 (Terapan) + Profesi, Strata Il (Terapan)
RPL

3. Diploma Ill + RPL Diploma IV, Profesi

4, Diploma Il + RPL Diploma IV

5. Diploma | + RPL Diploma Il

6. SMA/K/C + RPL Diploma Il

Pada gambar 5 tersebut merupakan implementasi Sistem Pendidikan
yang berbasic multi entry dan multi exit, di luar jalur yang disediakan .
kemudian hak seseorang untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih

tinggi melalui RPL tersaji pada gambar 6.
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Gambar 6. Implementasi RPL pada pendidikan formal

Dari gambar 6 tersebut, digambarkan setiap individu yang
berpendidikan minimum SMA/SMK/MA berhak untuk melanjutkan pendidikan
pada strata atau diploma serta dapat pindah jenis pendidikan dengan syarat
yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan masuk dari jenis pendidikan
dan level pendidikan yang akan ditempuhnya. Marliyah (2015) KKNI dalam
kaitannya dengan pengembangan individu melalui pendidikan dan
mempunyai jaminan terhadap kesesuaian pada “level of work” dengan
kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dan yang dibutuhkan oleh dunia kerja.
Hal ini mengingat KKNI merupakan jembatan antara bidang pendidikan dan

pelatihan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang mempunyai
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kualifikasi(qualified person) dan mempunyai sertifikat (certified person)
melalui kerangka pendidikan formal dan non formal serta informal baik yang
diperoleh melalui pelatihan kerja maupun pengalaman kerja. Konsep dasar

pengembangan RPL di Indonesia tersaji pada gambar 7.

PELATIHAN
Nasional/internasional
Level akreditasi
(nasional/internasional)
Size/permodalan
portofolio

PERGURUAN TINGGI | ' INDIVIDU
-  Kesesuaian Capaian - Akreditasi asosiasi
Pembelajaran RP I - (nasional/internasional)
Level akreditasi - - Portofolio asosiasi
(nasional/akreditasi)

Reputasi Publik t ‘

Daerah/nasional/multinasional
Size/permodalan
Kompleksitas bidang kerja
Portofolio

- Reputasi publik

DUNIA KERJA

Gambar 7. Rancangan pengembangan RPL di Indonesia

Dari gambar 7 tersebut diatas terdapat empat kunci nilai kemanfaatan
dari RPL yaitu (1) membantu pegawai tetap dalam menemukan spesifikasi
bidang kompetensi mereka; (2) mengurangi biaya pelatihan; (3) mendukung
human Resources dan (4) Dapat memberikan solusi untuk kebutuhan tenaga
kerja nasional dan internasional Miller (2009).

Dari uraian tentang hubungan antara KKNI dan RPL terdapat empat
dimensi utama dari diberlakukannya KKNI, yaitu: (1) penyetaraan capaian
pembelajaran pendidikan formal dengan kualifikasi yang dinyatakan pada
berbagai jenjang KKNI; (2) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL); (3)
penyelenggaraan program dan pengaturan akses untuk pendidikan yang

berbeda baik jenis maupun strata; dan (4) penjaminan mutu.
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PORTOFOLIO DAN PENILAIANNYA

Secara etimologi portofolio menurut Erman (2003) terdiri atas
rangkaian kata, port yakni report yang berarti laporan dan folio yang berarti
lengkap. Sehingga portofolio berarti laporan lengkap tentang aktivitas
seseorang telah dilakukannnya. Dalam pengertian lain, David and Roger
(2002) Portofolio merupak kumpulan bukti atau keterangan yang
menggambarkan tentang para peserta didik atau sekelompok peserta didik
yang menunjukkan kemajuan akademik, prestasi, ketrampilan, dan sikap.
Dengan demikian portofolio sebagai asesmen adalah kumpulan informasi
perihal peserta didik melalui bukti beberapa contoh pekerjaan peserta didik
yang berkelanjutan. Glencoe (1999) Portofolio adalah kumpulan dari
pekerjaan peserta didik yang representatif yang dikoleksi selama periode
tertentu. Portofolio menggambarkan aktivitas peserta didik dalam sains, yang
berfokus pada pemecahan masalah, bernalar dan berpikir kritis, komunikasi
tertulis, dan pandangan siswa terhadap dirinya sendiri sebagai orang yang
belajar sains.

Selanjutnya pendapat tujuan portofolio dikemukakan oleh Collin
(2003:38) yang mengatakan bahwa persyaratan portofolio itu dibuat dengan
tujuan tertentu yang menyebabkan proses pengembangannya menjadi bebas
yang dapat memungkinkan tujuan penggunaan portofolio itu dapat beraneka
ragam,.meskipun keterbatasan dalam penyusunannya portofolio harus jelas
yang dimulai dari tujuan pembentukan dan uraiannya sebab keberlakuan
portofolio dibatasi oleh waktu, biaya, maupun kemampuan penyusunannya.

Kaprawi (2010), terdapat tujuh domain yang diperlukan dalam
pengembangan portofolio; vyaitu profil kandidat, kualifikasi akademik,
kualifikasi non akademik, Program pembelajaran yang pernah diikuti

sebelumnya, ketrampilan terbaru yang diperoleh, ketrampilan generic, dan
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pengesahan ketrampilan dan pengalaman kerja. Menurut Samani (2010:13),
secara lebih spesifik portofolio berfungsi (1) Wahana untuk menampilkan
dan/ atau membuktikan unjuk kerjanya yang meliputi produktifitas, kualitas,
dan relevansi melalui karya pendukung.(2) Informasi/data dalam memberikan
pertimbangan tingkat kelayakan kompetensi seseorang bila dibandingkan
dengan standar yang telah ditetapkan (3) Dasar menentukan kelulusan
seseorang yang mengikuti sertifikasi (4) Dasar memberikan rekomendasi bagi
peserta yang belum lulus untuk menentukan kegiatan lanjutan sebagai
representasi kegiatan pemberdayaan.

Selanjutnya pendapat yang menyatakan bahwa portofolio dapat
digunakan sebagai instrumen penilaian adalah pendapat dari Pomham (1984),
yang menyatakan bahwa portofolio bisa berfungsi sebagai instrumen
penilaian maupun bagian dari satu komponen dari instrumen penilaian.
Portofolio yang demikian ini dinamakan ‘portofolio penilaian’. dimana
merupakan satu metode penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan,
yang dimulai dari pengumpulan informasi atau data secara sistematik atas
hasil pekerjaan seseorang. Sementara sudut pandang pengukurannya
terdapat terdiri dari kognitif, afektif dan psikomotorik.

Aggarwal (2015), mengatakan tidak semua negara menggunakan
metode penilaian RPL yang sama. Prancis, misalnya, biasanya menggunakan
Metode deklaratif yaitu mengakui mengidentifikasi individu dan pencatatan
kompetensi peserta didik yang biasanya ditandatangani oleh pihak ketiga
untuk memverifikasi penilaian diri. Paulet (2013), Metode portofolio banyak
digunakan, sebuah portofolio adalah pengumpulan bukti yang disiapkan oleh
calon dalam mendukung klaim mereka memenuhi keterampilan yang
diperlukan dan kompetensi dari  kualifikasi  formal. Sifat  bukti

direkomendasikan oleh berbagai negara dan lembaga pembangunan
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termasuk sertifikat dan penghargaan; surat rekomendasi; sampel kerja; video
dan/atau foto dari pekerjaan. Menurut The European Centre for the
Development of Vocational Training atau CEDEFOP (2009), yaitu Pusat
Pengembangan Pelatihan dan Keterampilan Vokasi Eropa terdapat delapan
metode dalam penilaian RPL yaitu (1) metode debat yaitu memberikan
kesempatan kandidat untuk menunjukkan serta menunjukkan keterampilan
komunikatifnya (2) Metode deklaratif mengakui identifikasi pribadi individu
dan pencatatan kompetensi kandidat 3) Metode wawancara yaitu metode
yang memperjelas masalah yang diangkat dalam bukti dokumenter yang
disajikan oleh kandidat untuk mengetahui kedalaman pembelajaran yang
telah dilaluinya.(4) Metode observasi yaitu metode yang memungkinkan
ekstraksi bukti kompetensi dalam melaksanakan tugas sehari-hari di tempat
kerja. (5) Metode portofolio, yang menggunakan campuran metode dan
instrumen guna menghasilkan seperangkat dokumen atau sampel pekerjaan
yang menunjukkan keahlian dan kompetensi kandidat .(6) Metode presentasi
baik dilakukan secara formal maupun informal guna memeriksa kemampuan
kandidat dalam menyajikan informasi (7) Metode simulasi dan bukti yang
diambil dari pekerjaan, yaitu, di mana kandidat ditempatkan dalam situasi
yang memenuhi semua kriteria skenario kehidupan yang real untuk menilai
kompetensi mereka.(8) Metode tes dan pemeriksaan vyaitu untuk
mengidentifikasi dan memvalidasi pembelajaran informal dan non-formal
melalui, atau dengan bantuan, pemeriksaan dalam sistem formal.

Hal senada di kemukakan oleh Zamtinah (2016), Item-item dari aspek
penilaian Portofolio antara lain: (1) akurasi hasil penilaian, (2) kesederhanaan
cara penilaian, (3) kredibilitas hasil penilaian dilapangan kerja, (4) objektifitas
penilaian, (5) transparanci penilaian, (6) akuntabilitas hasil penilaian (

keterlibatan kandidat dalam penilaian dan (7) kepraktisan penilaian
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sementara item-item yang menjadi objek observasi dalam desertasinya
menyangkut: (1) kemudahan untuk dilaksanakan, (2) kejelasan tahapan
pelaksanaan, (3) penghematan biaya pelaksanaan, (3) kebutuhan akan alat
dan bahan, (4) waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan, (5) kebutuhan akan
tenaga pelaksana, (6) memungkinkan metode penilaian portofolio tersebut
dilaksanakan secara online.”.

Dari beberapa pendapat tentang portofolio, dapat peneliti simpulkan
bahwa portofolio adalah bukti fisik berupa dokumen yang menggambarkan
pengalaman yang telah dicapai seseorang selama menjalankan tugas dalam
batas waktu tertentu. Uraian dalam portofolio ini terkait dengan unsur
pengalaman, karya, dan prestasi selama yang bersangkutan menjalankan
perannya. yang mencakup kualifikasi akademik sebelumnya, pendidikan dan
pelatihan, yang dikumpulkan dalam bentuk soft file , sementara tentang
penilaian portofolio, dapat peneliti simpulkan bahwa penilaian portofolio
dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memperoleh berbagai informasi
secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses, hasil
pertumbuhan, perkembangan wawasan pengetahuan, sikap, dan
keterampilan seseorang yang bersumber dari catatan dan dokumen

pengalaman belajarnya.
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BAB Il
PENELITIAN TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPU DI DUNIA

FILOSOFI REKOGNISI
Penelitian tentang penilaian RPL dilakukan oleh Hamer (2011),

berjudul “Recognition of Prior Learning: can subjectivity and philosophy of
recognition support better equity outcomes.” Penelitian kualitatif dengan
dengan metode pencarian data melalui wawancara  terstruktur dan
mendalam tentang proses dan hasil penilaian RPL. Terdapat beberapa kunci
dalam penilaian RPL antara lain: (1) seberapa besar pengalaman pada bidang
yang akan diuji dari peserta, (2) tingkat aktualisasi dalam masyarakat, (3)
tingkat pengembangan diri dari peserta. Selanjutnya disimpulkan pula bahwa
proses dalam RPL adalah dinamis, relasional yang dilakukan secara berurutan
dan berkelanjutan dalam satu arah serta dilakukan melalui kelembagaan yang

formal melalui kerangka kerja yang jelas .

REKOGNISI DI AUSTRALIA

Ksatria, dalam penelitian kualitatifnya yang berjudul “Evaluation for

previous study acknowledgement at technical and vocational education and



training in Australian” yang dilakukan pada tahun 2012, menyimpulkan
bahwa: (1) Penilaian RPL sangat bergantung pada bukti pendukung yang
disediakan oleh pemohon, (2) Dalam penilaian RPL bukti kinerja dikumpulkan
dan dievaluasi meski tidak tertulis kriteria dengan rinci namun melalui
pendekatan yang fleksibel, (3) Pendekatan holistik berdasarkan pertimbangan
profesional tidak berlaku untuk semua mata pelajaran.

Susan Gair (2013), meneliti dengan judul “Recognition of Prior
Learning (RPL) in Australian Social Work Field Education: A Standpoint
Promoting Human Rights and Social Justice?”. Penelitian ini menggunakan
sampel 17 peserta dengan kesejahteraan dan kualifikasi pekerjaan sosial; 15
perempuan serta 2 laki-laki; ke 5 dari 17 sampel adalah peserta non-pribumi,
jenis penelitian yang digunakan Penelitian kualitatif dengan pendekatan
interpretivistis, sistem pengambilan data dengan wawancara mendalam yang
dilakukan dan dicatat, nama disamarkan guna mempertahankan kerahasiaan.
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa: (1) RPL perlu keseimbangan yang
baik antara pembelajaran sebelumnya, (2) mereka belajar saat ini karena
kebutuhan, (3) Ilulus keterampilan diperlukan untuk praktek profesional

keselarasan yang lebih besar antara nilai pekerjaan sosial dan keadilan sosial.

PERAN ASESOR REKOGNISI
Pada tahun 2016, O’Leary, Phil dan Ledwith, Ann melakukan penelitian

dengan judul “Researching recognition of prior learning : The Significance of
Assessor’s value and beliefs withim the totally pedagogised Society”.
Temuannya dalam penelitian tersebuth antara lain: (1) Lembaga
penyelenggara RPL harus efektif mengambil pendekatan recontextualisation
pendidikan, (2) Penilai akademik memerlukan dukungan yang signifikan, (3)

Masyarakat berkependidikan, lebih responsif terhadap pelaksanaan RPL
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karena terbiasa dengan perubahan penyediaan pendidikan tinggi, (4)
Perlunya teknologi pendukung guna menghindari perbedaan data dalam
penilaian RPL, (4) Ketepatan waktu penilaian dari para penilai RPL sangat

diperlukan guna mendukung evaluasi pembelajaran formal dan informal.

RISET PENGENALAN DAN FRAMEWORK RPL
Anderson, Andreas Fejes, dan Fredrik Sandberg pada tahun 2013 juga

melakukan penelitian yang berjudul, “Introducing Research on Recognition of
Prior Learning” dan menyimpulkan bahwa: (1) Terdapat tantangan dan
peluang dalam praktik RPL, (2) Analisis teoritis membutuhkan pemahaman
tentang RPL secara mendalam, dan kuat dalam pendahuluannya. Secara
retoris RPL dapat menawarkan konteks eksklusif yang dapat menimbulkan
perdebatan.

Sementara Penelitian tentang penilaian RPL dengan metode portofolio
dilakukan oleh Kaprawi dengan judul “Portofolio Framework for Recognition
of Learning for Technical Programmes in Malaysia”. Penelitian ini dilakukan
pada tahun 2010, penelitian kuantitatif dengan analisis dokumen, kuisener
dan wawancara ahli, menyimpulkan bahwa penggunaan kerangka portofolio
untuk RPL di TVE Program di Malaysia adalah efektif. Selanjutnya faktor
domain dalam kerangka portofolio yaitu ; (1) profil kandidat, (2) kualifikasi
akademik, (3) kualifikasi non akademik sebelum belajar atau kursus yang
pernah diikuti, (4) ketrampilan terbaru, (5) ketrampilan kemanusiaan dan
pengakuan kualifikasi akademik dan (6) pengalaman bekerja.

Penelitian lain dilakukan Travers dan Evans pada tahun 2011.
Penelitian yang berjudul “Evaluating Prior Learning Assessment Programs: A
Suggested Framework”. Tema penelitian ini adalah evaluasi program penilaian

pembelajaran sebelumnya dengan jenis penelitian adalah kualitatif.
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Kesimpulan penelitian antara lain: (1) Program penilaian sebelum belajar
harus mencari metode yang digunakan untuk menilai kebijakan, praktik, dan
hasil dengan cara yang selaras dengan pemrograman akademik lainnya dan
proses kelembagaan, (2) Semakin banyak orang lain dalam suatu institusi
yang memahami program, semakin besar program ini akan diterima dan

diakses di institusi tersebut.

REKOGNISI BERBASIS KKNI

Zamtinah (2016), dalam penelitiannya, “Recognition of work
experience and learning outcome (ReWELQO) berbasis KKNI setara dengan
kompetensi lulusan bidang teknik ketenagalistrikan”. jenis penelitiannya R&D
dengan model Borg and Gall, tujuan penelitian untuk menjawab
permasalahan pengembangan model pengakuan pengalaman kerja dan hasil
belajar yang berdasarkan kajian empiris pelaksanaan RPL di beberapa negara
tetapi masih relevan dengan situasi dan kondisi di Indonesia kesimpulan
dalam desertasinya antara lain: (1) model ReWELO merupakan model yang
dikembangkan melalui kajian pelaksanaan Recognition of Prior Learning (RPL)
di beberapa negara, (2) Model ReWELO dapat dilaksanakan melalui dua
metode baik secara offline maupun Online, (3) Model ReWELO dapat
dilaksanakan melalui uji kompetensi dan penilaian portofolio artinya bagi
kandidat yang menghendaki sertifikasi kompetensi, kandidat dapat
merekognisikan pengalaman kerjanya dan hasil belajarnya melalui uji
kompetensi, sementara bagi kandidat yang menghendaki pengakuan dalam
bentuk transfer kredit (SKS), kandidat dapat melakukan rekognisi melalui

penilaian portofolio.
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RPL PADA PENGAJAR OPEN DISTANCE ELECTRONIC LEARNING
(ODel)

Penelitian tentang penilaian portofolio juga pernah dilakukan oleh
Dreyer (2015) dengan judul “Reliability of Recognition of Prior Learning
Assessments for Teaching Practice Courses in Open Distance Electronic
Learning (ODel), penelitian kualitatif dengan menggunakan tiga dokumen
sebagai penelitian untuk digunakan sebagai perbandingan vyaitu penilaian
portofolio, penilaian mentor dan observasi penilaian, temuan penelitian
tersebut adalah: (1) Jenis sekolah/institusi dimana kandidat memperoleh
pengalaman memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar siswa tentang
penilaian portofolio RPL, (2) Penilaian mentor sebagian besar lebih tinggi dari
tanda penilaian portofolio, (3) Portofolio memberikan bukti berdasarkan
berbagai kegiatan dari peserta didik dan sekolah serta menunjukkan
perkembangan dari waktu ke waktu (3 tahun lebih).

Penelitian yang sama tentang penggunaan portofolio dalam proses
pengakuan pengalaman dan pembelajaran lampau dilakukan oleh Astrid
Scholten (2007) dengan judul “exploration of portfolio characteristics for the
recognition of prior learning: the identification, assessment and recognition Of
actual competencies of highly-skilled immigrants. Penelitian ini
mengeksplorasi karakteristik portofolio sebagai instrumen yang sangat
terampil imigran untuk memudahkan identifikasi, penilaian dan pengakuan
terhadap kompetensi aktual mereka untuk menentukan pedoman untuk
desain portofolio dan implementasi. Dua pertanyaan penelitian tersebut yang
dipandu proses penelitiannya adalah pertama, Apa karakteristik instrumen
portofolio dan penggunaannya oleh imigran berketerampilan tinggi yang
memfasilitasi identifikasi, penilaian dan pengakuan terhadap kompetensi

aktual mereka? Kedua, Apa karakteristik desain portofolio dan implementasi
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yang meningkatkan penerimaan dan kemungkinan penggunaan instrumen

portofolio dalam evaluasi saat ini dan praktek pengakuan?

PROYEK PERCONTOHAN RPL

Studi penelitian dilakukan di Netherlands Organization for
International Cooperation Higher Education (Nuffic). Dari tahun 2000 sampai
2004, penelitian ini melakukan lima proyek percontohan yang ditujukan
untuk mengeksplorasi karakteristik instrumen portofolio sebagai alat untuk
membuat pembelajaran sebelumnya, imigran yang sangat terlihat dengan
cara ini, badan/lembaga terkait (institusi pendidikan tinggi, kementerian dan
pengusaha) dapat mengambil hasil dari semua jenis pembelajaran baik
formal, non formal dan informal yang diperhitungkan dalam keputusan
pengakuan mereka.

Proyek percontohan digunakan untuk beberapa kasus. Studi kasus
mengeksplorasi karakteristik penggunaan portofolio yang menangani banyak
masalah yang berhubungan dengan: 1) Karakteristik konteks; 2) Karakteristik
produk instrumen portofolio; 3) Karakteristik pengembangan portofolio oleh
imigran yang sangat terampil (portofolio calon); 4) Karakteristik penilaian
portofolio oleh badan pengawas (penilai portofolio); dan 5) Karakteristik
desain dan implementasi portofolio. Dari analisisa kemudian menghasilkan
kerangka konseptual portofolio yang disempurnakan dan disesuaikan dengan
karakteristik untuk imigran yang berketerampilan tinggi, yang berisi
komponen utama untuk penggunaan portofolio yang efektif bagi imigran yang
sangat terampil untuk desain dan implementasi portofolio. Relevansi
penelitian ini dapat didiskusikan dari perspektif yang berbeda. Dari teori sudut

pandang ini berkontribusi pada pengetahuan ilmiah tentang penggunaan
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portofolio untuk imigran vyang sangat terampil dalam meningkatkan
identifikasi, penilaian dan pengakuan akan kompetensi aktual mereka.

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang relevan tentang rekognisi
pembelajaran lampau dapat disimpulkan antara lain: 1) penyerapan RPL pada
perguruan tinggi masih begitu terbatas karena banyak tantangan namun juga
masih banyak peluang, 2) secara retorika RPL dapat menawarkan konteks
eksklusif yang dapat menimbulkan perbedaan, 3) praktek RPL sangat
tergantung dari bukti pendukung, dimana bukti pendukung tersebut
dievaluasi dengan pendekatan yang fleksibel, 4) lembaga penyelenggara RPL
harus efektif, 5) perlunya teknologi pendukung guna menghindari perbedaan
data dalam penilaian RPL, 6) ketepatan waktu dalam penilaian RPL sangat
diperlukan, 7) penilaian RPL melalui portofolio memberi bukti berdasarkan

kegiatan dari waktu ke waktu.
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